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 Angelyn Haprilla, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, April 2021, EFEKTIVITAS PASAL 19 PERATURAN DAERAH 
NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM MENGENAI 
LARANGAN BERMAIN LAYANG-LAYANG DI KOTA PONTIANAK (STUDI DI 
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK), Lutfi Effendi, 
S.H., M.Hum., Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. 
 Pada skripsi ini, penulis mengkaji permasalahan larangan bermain layang-
layang di Kota Pontianak. Penulis memilih permasalahan tersebut dilatar belakangi 
oleh adanya peraturan yang melarang setiap orang di larang bermain layang-
layang di Kota pontianak, yaitu pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Pada kenyataannya di dalam 
masyarakat masih banyak orang yang bermain layang-layang, sehingga terjadi 
kesenjangan antara das sein dengan das sollen. Untuk itu, tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menganalisis efektivitas serta penegakan hukum Pasal 19 
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban 
Umum. 
 Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) 
Bagaimana efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layanag-layang di Kota Pontianak? 
(2) Apa faktor-faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dilakukan Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penegak dalam efektivitas Pasal 19 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap 
larangan bermain layanag-layang di Kota Pontianak? 
 Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris 
dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data primer dikumpulkan 
menggunakan teknik wawancara dengan Heri Suwito, S.H., M.H. Kepala seksi 
penyelidikan dan penyidikan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta 
kuesioner ditujukan kepada masyarakat Kota Pontianak pada lokasi yang 
berdekatan dengan tempat-tempat umum, sedangkan data sekunder dikumpulkan 
menggunakan teknik dokumentasi. Data-data yang diperoleh penulis kemudian 
dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
 Dаri hаsil penelitiаn ini dаpаt disimpulkаn bаhwа Pаsаl 19 Perаturаn 
Dаerаh Nomor 11 Tаhun 2019 Tentаng Ketertiban Umum belum berjаlаn secаrа 
efektif dikаrenаkаn beberаpа fаktor dаri teori efektivitаs hukum yаng dikemukаkаn 
oleh Soerjono Soekаnto tidаk terpenuhi. Tidаk terpenuhinyа fаktor-fаktor tersebut 
dikаrenаkаn oleh penegаk hukumnyа yаkni Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pontianak dаn jugа bаnyаk dipengаruhi oleh mаsyаrаkаt yаng kesаdаrаn untuk 
memаtuhi perаturаn hukum yаng berlаku mаsih rendаh. Sertа upаyа yаng 
dilаkukаn oleh Dinаs Satuan Polisi Pamong Praja sudаh cukup bаik nаmun mаsih 




 Angelyn Haprilla, State Administrative Law, Faculty of Law, University of 
Brawijaya, April 2021, EFFECTIVENESS OF ARTICLE 19 REGIONAL REGULATION 
NUMBER 11 OF 2019 CONCERNING PUBLIC DEFINITIONS REGARDING THE 
PROHIBITION OF PLAYING SERVICES IN PONTIANAK CITY (STUDY AT PAMONG 
PRAJA POLICE UNIVERSITY DEPARTMENT) Lutfi Effendi, SH, M.Hum., Dr. Shinta 
Hadiyantina, S.H., M.H. 
 In this thesis, the author examines the problem of the prohibition of playing 
kites in Pontianak City. The author chose this problem as a background of the 
existence of a regulation that prohibits everyone from playing kites in Pontianak 
City, namely in Article 19 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2019 
concerning Public Order. In fact, in society, there are still many people who play 
kites, so there is a gap between das sein and das sollen. For this reason, the 
purpose of this study is to analyze the effectiveness and law enforcement of Article 
19 of Pontianak City Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public 
Order. 
 Based on the above, this research raises the formulation of the problem: 
(1) How effective is Article 19 of Regional Regulation Number 11 of 2019 
concerning Public Order against the prohibition of playing kites in Pontianak City? 
(2) What are the inhibiting factors and what is the solution made by the Pontianak 
City Civil Service Police Unit as the enforcer in the effectiveness of Article 19 of 
Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Public Order against the 
prohibition of playing kites in Pontianak City? 
 The writing of this paper uses juridical empirical research with a sociological 
juridical approach. Primary data were collected using interview techniques with 
Heri Suwito, S.H., M.H. The head of the investigation and investigation section of 
the Pontianak City Civil Service Police Unit and the questionnaire were addressed 
to the people of Pontianak City in locations close to public places, while secondary 
data was collected using documentation techniques. The data obtained by the 
author were analyzed using qualitative descriptive techniques. 
 From the results of this research, it can be concluded that Article 19 
Regional Regulation No.11 of 2019 Regarding Public Order has not been 
implemented effectively because several factors from Soo's theory of effectiveness 
are fulfilled. The unfulfilled factors are caused by law enforcement officers, namely 
the Pontianak Municipal Civil Service Police Unit and are also influenced by many 
people who are willing to obey strict rules of law. The efforts carried out by the 




A. Latar Belakang 
 Di Indonesia terdapat banyak sekali permainan tradisional yang menjadi hobi di 
kalangan masyarakat banyak. Dari sekian banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia 
layang-layang merupakan permainan tradisional yang masih eksis hingga saat ini baik di 
pedesaan hingga perkotaan. Permainan layang-layang ialah sebuah permainan tradisional 
yang telah dimainkan sejak dahulu kalah dan sudah menjadi permainan yang banyak 
dimainkan oleh kalangan anak-anak.  Permainan layang-layang yang berasal dari Negara Cina 
sekitar 2500 tahun yang lalu melalui jalur perdagangan permainan ini dengan cepat menyebar 
ke Korea, Jepang, Malaysia, India dan Indonesia.  
 Pada tahun 1749 seorang ilmuwan Skotlandia bernama Alexander Wilson 
menggunakan beberapa rangkaian layang-layang untuk mengukur temperatur udara pada 
ketinggian yang berbeda. Kemudian pada tahun 1752 Benjamin Franklin melakukan 
percobaan yang terkenal untuk membuktikan bahwa petir adalah listrik dengan menggunakan 
layang-layang. Layang-layang selain sebagai permainan juga dipandang sebagai suatu karya 
seni yang dapat diterbangkan, indah untuk dipandang dan juga merupakan salah satu tradisi 
bangsa yang patut untuk dilestarikan. Fungsinya pun bermacam-macam, selain sebagai 
mainan tradisional layang-layang juga merupakan sarana ilmiah di beberapa tempat di dunia.1 
 Namun, permainan layang-layang pada masa kini sudah tidak dimainkan sebagaimana 
mestinya. Salah satu contohnya adalah penggunaan kawat dan gelasan pada tali layang-
layang. Perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat khususnya permainan layang-
layang harus memenuhi persyaratan era otonomi daerah dan globalisasi, dengan kedamaian 
dan ketertiban masyarakat daerah yang baik merupakan kebutuhan pokok masyarakat 
Pontianak untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari pembinaan ketentraman dan 
ketertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan 
gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga roda 
pemerintahan atau Peraturan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di daerah 
dapat berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara 
umum tertib dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional terdapat di dalam 
peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 26 tahun 2020 tentang 
                                                          
1Tribunnews, Layang-layang Tak Sekedar Melayang, https://wartakota.tribunnews.com/2012/11/22/layang-
layang-tak-sekadar-melayang/, di akses pada tanggal 15 Januari 2020, pukul 13.19 WIB. 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan 
masyarakat.  
 Konstitusi Republik Indonesia dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara 
hukum yang mempunyai tujuan untuk menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum 
bagi jalannya kehidupan organisasi pemerintahan di Indonesia dan negara hukum adalah 
negara yang berlandaskan atas hukum. Tugas pemerintah adalah sangat luas, yakni 
mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya, dengan diembannya tugas negara dalam 
menyelenggarakan kesejahteraan umum  pembentukan berbagai peraturan di negara 
Republik Indonesia menjadi sangat penting.  Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita 
bagi bangsa sebagaimana yang terdapat dalam Pembukaan undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4. Dengan telah lahirnya Undang-undang Nomor 10 
Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka pemerintah 
ditugaskan untuk mengakomodir hal tersebut. 
 Dalam hal itu, dengan adanya pemberian tanggung jawab kepada daerah melalui 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sejalan dengan telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mengadakan suatu pemerintahan daerah 
yang baik dan kondusif, khususnya dalam menciptakan hidup yang tertib hukum dan 
kepastian hukum. Pemberian otonomi kepada daerah di sisi lain juga memiliki tujuan untuk 
memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengendalikan serta mengurus sendiri 
rumah tangganya (pemerintahannya). Perihal tersebut selaku upaya untuk menambah daya 
guna serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. Berikut ini pembagian urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan 
ketertiban umum. 
 Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang 
berbunyi : Pasal 19 ayat (1) Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, 
menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah 
Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya. Pasal 19 ayat (2) Permainan 
layangan untuk kegiatan Festival atau budaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas 
izin walikota dan dilarang menggunakan tali kawat,bahan metal, logam, dan sejenisnya. Di 
dalam pasal tersebut jelas mengatur terkait larangan untuk bermain layang-layang. Sehingga, 
siapa saja yang bermain layang-layang dapat dikenakan sanksi sesuai di dalam peraturan 
daerah tersebut. Hal ini tentunya untuk mendukung konstitusi negara dalam menjamin hak 
setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang tertib dan kondusif. 
 Sanksi bagi yang melanggar Pasal 19 termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf s 
Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban 
Umum, sanksi denda dan sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada pelanggar berupa 
dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp 500.000,00 (Lima 
Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu 
Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas lainnya. 
 Walaupun terdapat sanksi denda dan sanksi administrasi bagi pelanggar sebagaimana 
termuat dalam Pasal 44 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 
2019, masih ditemukan orang yang bermain layang-layang. Secara umum, lokasi tersebut 
berdekatan dengan tempat-tempat umum seperti tepian sungai, lapangan ramai pemukiman, 
dan area perumahan. 
 Penegakan sanksi terhadap pelanggar Pasal 19 tersebut dapat dilakukan oleh 
perangkat daerah, dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang 
selanjutnya disingkat sebagai SATPONTI. Hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang 
dimiliki oleh SATPONTI, yaitu:2 
a. Melaksanakan aktivitas penertiban yang non- yustisial kepada masyarakat, badan 
hukum, maupun aparatur yang sudah melaksanakan tindak pelanggaran atas 
Peraturan Wilayah serta/ ataupun perkada; 
b. Melaksanakan tidak lanjut kepada warga, badan hukum, ataupun aparatur yang sudah 
menganggu kedisiplinan umum serta ketentraman warga; 
c. Melakukan tindakan pemeriksaan terhadap masyarakat, badan hukum, dan pejabat 
yang diduga melanggar Peraturan Daerah dan / atau Perkada; 
d. Melakukan tindakan administratif terhadap masyarakat, badan hukum dan pejabat 
yang melanggar peraturan daerah dan / atau Perkada. 
 Sejalan dengan hal itu, tujuan dalam pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 
terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah, “Untuk menegakkan Perda dan Perkada, 
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan 
perlindungan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota dibentuk Satpol PP”. 
 Karena masih banyaknya masyarakat di Kota Pontianak yang lebih memilih untuk 
bermain layang-layang sebagai hiburan, hal ini bisa jadi karena faktor kurangnya kesadaran 
masyarakat akan bahaya yang diakibatkan oleh layang-layang dan juga belum ada ketegasan 
dari pihak berwajib untuk menertibkan permainan layang-layang. Selain itu di Kota Pontianak 
                                                          
2 Pasal 255 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
juga sangat mudah untuk mendapatkan layang-layang, harganya pun terjangkau murah bagi 
semua kalangan. Hal ini tentu saja membuat masyarakat resah dan khawatir akan kecelakaan 
yang terjadi akibat layang-layang, bahkan hal ini dapat memicu rasa tidak aman di kalangan 
masyarakat. 
 Maka dari itu ketertiban Kota Pontianak menjadi tidak kondusif dengan adanya 
penggunaan kawat pada tali layang-layang adalah hal yang berbahaya bagi banyak orang dan 
banyak meresahkan masarakat Kota Pontianak. Bahkan telah banyak masyarakat yang 
menjadi korbannya. Permainan layang-layang yang dilakukan di sembarang tempat dapat 
mengganggu ketertiban umum misalnya bagi pengguna jalan raya yang dalam hal ini 
pengendara sepeda motor jika tali dari layang-layang tersebut mengenai orang yang sedang 
mengendarai motor maka akan mengakibatkan kehilangan keseimbangan dan menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas, yang paling membahayakan Jika pemain layang-layang menarik tali 
layang-layang yang telah putus dan tali yang ditarik tersebut mengenai leher seseorang maka 
dapat mengakibatkan orang tersebut kehilangan nyawanya. Berikut jumlah kasus pelanggaran 
bermain layang-layang dikota Pontianak. 
Tabel 1.1 
    Jumlah Kasus Pelanggaran Bermain Layang-layang di Kota Pontianak 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2014 14 kasus 
2 2015 8 kasus 
3 2016 11 kasus 
4 2017 14 kasus 
5 2018 17 kasus 
6 2019 23 kasus 
7 2020 27 kasus 
Jumlah 114 kasus 
Sumber : Data primer, diolah, 2020 
 Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dapat diketahui bahwa jumlah kasus 
pelanggaran terbagi pada tahun 2014 berjumlah 14 kasus, tahun 2015 berjumlah 8 kasus, 
tahun 2016 berjumlah 11 kasus, tahun 2017 berjumlah 14 kasus, tahun 2018 berjumlah 17 
kasus, tahun 2019 berjumlah 23 kasus, dan ditahun 2020 meningkat menjadi 27 kasus, total 
kasus yang sudah terjadi dari tahun 2014 sampai dengan 2020 berjumlah 114 kasus. 
Sedangkan waktu pelaksanaan razia tindak pidana ringan yang dilakukan oleh aparat yang 
berwenang adalah setiap 4 (empat) kali dalam sebulan. 
 Selain penggunaan tali kawat yang rawan terhadap aliran listrik, penggunaan gelasan 
pada tali layang-layang juga berbahaya bagi pengguna jalan. Seperti yang terjadi pada tahun 
2019 tali layang-layang yang menggunakan tali gelasan memakan korban jiwa, korban atas 
nama Agustami (38) tewas ditempat setelah berusaha menyelamatkan tiga korban lainnya, 
yakni Eli (17), Putri (14) dan Fitriani (15). Ketiganya merupakan pelajar salah satu SMP di 
Pontianak yang kehilangan nyawa setelah terjerat tali kawat layang-layang yang putus,  Jumat 
(25/1) sekitar pukul 17.30 WIB, Di Jalan Tanjung Harapan, Gang Potlot, Kecamatan Pontianak 
Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.  
 Hal ini dibuktikan masih kurangnya penegakan atas pelanggaran hukum terhadap 
peraturan yang sudah ditetapkan dan kurang sadarnya masyarakat akan bahaya bermain 
layang-layang yang menggunakan kawat serta gelasan pada tali layang-layang. 
 Kasus dan data di atas membuktikan bahwa penggunaan kawat dan gelasan pada tali 
layang-layang adalah merupakan hal yang membahayakan dan berpotensi menimbulkan 
kerugian bagi anggota masyarakat. Pelaksanaan permainan layang-layang pada dasarnya 
telah diatur dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan, tepatnya dalam bentuk Peraturan 
Daerah. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum. Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum secara khusus mengatur mengenai 
permainan layang-layang di lingkungan masyarakat. 
 Berdasarkan uraian-uraian di atas terjadi kesenjangan antara das sollen dengan das 
sein, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pasal 19 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Larangan 
Bermain Layang-Layang Di Kota Pontianak (Studi Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota 
Pontianak)”. 
B. Orisinalitas Penelitian  
Berikut ini beberаpа penelitiаn terdаhulu yаng dijаdikаn аcuаn untuk penelitiаn ini: 
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C. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah 
penelitian sebagai berikut : 
a. Bagaimana efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layanag-layang di Kota Pontianak? 
b. Apa faktor-faktor penghambat dan bagaimana solusi yang dilakukan Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pontianak sebagai penegak dalam efektivitas Pasal 19 Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain 
layanag-layang di Kota Pontianak? 
D. Tujuan Penelitian 
 Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap larangan bermain layanag-layang di 
Kota Pontianak. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan menemukan solusi dalam 
efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum 
terhadap larangan bermain layanag-layang di Kota Pontianak. 
E. Manfaat Penelitian 
 Hаrаpаn Penulis untuk Penelitiаn dаlаm penulisаn hukum (skripsi) ini dаpаt 
bermаnfааt bаgi pengetаhuаn terutаmа ilmu hukum bаik secаrа teoritis mаupun prаktik. 
Mаnfааt tersebut sebаgаi berikut : 
1. Manfaat Teoritis   
a. Hаsil penelitiаn ini dihаrаpkаn memberikаn sumbаngаn terhаdаp perkembаngаn 
ilmu pengetаhuаn di bidаng Hukum Аdministrаsi Negаrа pаdа umumnyа. 
b. Hаsil penelitiаn ini dihаrаpkаn dapat bermanfaat bagi pemain layang-layang yang 
melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban 
Umum. 
c. Hаsil penelitiаn dihаrаpkаn dаpаt dijаdikаn referensi untuk penelitiаn аtаu 
penulisаn kаryа ilmiаh di bidаng hukum sejenis di mаsа yаng аkаn dаtаng. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bаgi Pemerintаh 
 Hаsil penelitiаn yаng dilаkukаn oleh penulis dihаrаpkаn dаpаt memberikаn 
mаsukаn bаgi pemerintаh Kotа Pontianak dаlаm menanggulangi mengenаi pemain 
layang-layang yang melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum. 
b. Bagi Masyarakat 
 Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemahaman tentang 
bagaimana masyarakat bisa ikut serta dalam larangan bermain layang-layang 
secara bebas menggunakan tali kawat dan gelasan di Kota Pontianak serta 
mengetahui apa sanksi yang akan diterima jika dilanggar. 
c. Bagi Mahasiswa 
 Penelitian ini diharapkan agar mampu menambah wawasan dan referensi 
dikalangan mahasiswa berkaitan dengan larangan bermain layang-layang secara 
bebas menggunakan tali kawat dan gelasan di Kota Pontianak. 
F. Sistematika Penulisan  
 Sebuаh penelitiаn yаng bаik tidаk hаnyа memiliki substаnsi yаng mudаh untuk 
dipаhаmi, аkаn tetаpi dаri segi kerаngkа аtаupun struktur yаng tercаntum dаlаm penulisаn 
jugа hаrus sistemаtis аgаr nаntinyа pembаcа memiliki kemudаhаn untuk memаhаmi 
penelitiаn tersebut. Mаkа dаri itu, penulis mengurаikаn penelitiаnnyа menjаdi bаhаsаn bаb 
demi bаb yаng kemudiаn terbаgi menjаdi 3 bаb, urаiаnnyа аdаlаh:  
BАB I : PENDАHULUАN 
 Pаdа bаb pendаhuluаn berisi tentаng Lаtаr Belаkаng аlаsаn penulis membаhаs 
permаsаlаhаn yаng terkаit dengаn larangan bermain layang-layang sesuai dengan Pasal 
19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Keteriban Umum di Kota Pontianak, 
Rumusаn Mаsаlаh, Tujuаn Penelitiаn, Mаnfааt Penelitiаn, dan Metode Penelitian. 
BАB II : KАJIАN PUSTАKА 
 Pаdа bаb ini berisi tentаng kаjiаn yаng menjаdi аcuаn dаri penelitiаn yаng dituаngkаn 
dаlаm beberаpа pokok bаhаsаn tentаng kаjiаn umum tentаng layang-layang, ketertiban 
umum dan juga memuat teori yang brekaitan dengan masalah yang akan diteliti.  
BАB III : HАSIL DАN PEMBАHАSАN 
 Dаlаm bаb ini berisi hаsil dаri pembаhаsаn penelitiаn dengаn cаrа memаpаrkаn hаsil 
аnаlisis mengenai Efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Ketertiban Umum mengenai larangan bermain layang-layang Di Kota Pontianak oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.  
BАB IV : PENUTUP 
 Dаlаm bаb ini diurаikаn mengenаi kesimpulаn dаn sаrаn dаri penulis. Dimаnа 
kesimpulаn berisi tentаng gаris besаr dаri pembаhаsаn yаng аkаn menjаwаb 
permаsаlаhаn sesuаi dengаn tujuаn penelitiаn. Sedаngkаn sаrаn merupаkаn rekomendаsi 
dаri penulis tentаng penelitiаn yаng telаh dilаkukаn. 
G. Metode Penelitian  
a. Jenis Penelitian 
Аdа beberаpа pengertiаn tentаng Metode Penelitiаn sаlаh sаtunyа yаitu 
merupаkаn cаrа kerjа peneliti yаng sаlаh sаtunyа ditаndаi dengаn penggunааn metode. 
Menurut pаrа аhli sаlаh sаtunyа Peter Mаhmud mengemukаkаn pengertiаn penelitiаn hukum 
yаitu “Penelitiаn hukum аdаlаh suаtu proses menemukаn аturаn hukum, prinsip-prinsip 
hukum, mаupun doktrin-doktrin hukum dengаn tujuаn menjаwаb isu hukum yаng 
dihаdаpi.”3   Secаrа hаrfiаh metode diаrtikаn sebаgаi suаtu jаlаn yаng hаrus ditempuh аtаu 
membuаt penyelidikаn аtаu penelitiаn berlаngsung menurut suаtu rencаnа tertentu.4 Dаri 
pengertiаn-pengertiаn tersebut dаpаt disimpulkаn bаhwа, metode penelitiаn hukum 
merupаkаn suаtu cаrа аtаu lаngkаh yаng sistemаtis dаlаm melаkukаn sebuаh penelitiаn.5 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu 
dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya 
di masyarakat. Atau dengan kata lain, yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan terhadap 
keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di dalam masyarakat dengan maksud 
untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data 
yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada 
akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.6 
b. Pendekatan Penelitian  
Metode pendekаtаn yаng digunаkаn dаlаm penelitiаn ini аdаlаh, pendekаtаn 
yuridis sosiologis yaitu dengаn cаrа mengidentifikаsi dаn mengkonsepsikаn hukum sebаgаi 
institusi sosiаl yаng riil dаn fungsionаl dаlаm sistem kehidupаn yаng nyаtа. Penulis 
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena meneliti kesenjangan antara das sollen 
dengan das sein terkait permasalahan pada Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 
2019 tentаng Ketertiban Umum mengenai larangan bermain layang-layang Di Kota 
Pontianak. 
                                                          
3Peter Mаhmud Mаrzuki, Penelitiаn Hukum, Kencаnа Prenаdа Mediа Group, Jаkаrtа, 2011, hlm 35. 
4Johnny Ibrаhim, Teori dаn Metodologi Penelitiаn Hukum Normаtif, Bаyumediа Publishing, Mаlаng, 2006, 
hlm 35. 
5Аbdulkаdir Muhаmmаd, Hukum dаn Penelitаn Hukum, PT Citrа Аdityа Bаkri, Bаndung, 2004, hlm 57. 
6 Bambang Waluyo, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 15. 
c. Lokasi Penelitian 
 Peneliti menentukan lokasi untuk objek penelitiannya yaitu di Kota Pontianak dan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Jl. Zainuddin No. 38, Tengah, Kecamatan 
Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243. 
 Peneliti melakukan di tempat ini karena di Kota Pontianak telah ada Peraturan Daerah 
Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, 
Khususnya Pasal 19 yang melarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan 
dan peralatan permainan layangan dan/atau bermain layangan di wilayah Kota Pontianak 
kecuali untuk kegiatan festival atau budaya. Pada kenyataannya, pasal tersebut masih 
dilanggar di masyarakat. Kemudian terkait pemilihan kantor SATPONTI dikarenakan 
SATPONTI adalah instansi pemerintah daerah yang berwenang untuk menanggulangi 
pemain layang-layang di Kota Pontianak baik itu melakukan razia, pembinaan dan lain 
sebagainya khususnya yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu Larangan bermain layang-
layang di kota Pontianak berdasarkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dengan demikian peneliti melakukan penelitian 
berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, dengan rumusan masalah yang peneliti 
tanyakan.  
d. Sumber dan Jenis Data 
1) Sumber Data 
 Sumber dаtа yаng digunаkаn oleh peneliti gunа menunjаng penelitiаn ini yаitu 
berdаsаrkаn hаsil wаwаncarа dan kuesioner oleh SATPONTI dan masyarakat di daerah 
Kota Pontianak. Kemudiаn sumber dаtа yаng lаin diperoleh dengаn melаkukаn penelitiаn 
studi kepustаkааn. 
2) Jenis Data 
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data untuk menunjang penelitian 
ini. Dua jenis data yang digunakan penulis yaitu: 
a. Data Primer 
Suаtu sumber dаtа yаng diperoleh secаrа lаngsung dаri sumber аslinyа yаng 
berupа wаwаncаrа dаn observаsi di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota 
Pontianak, terkаit dengаn bаgiаmаnа upаyа dаlаm melаkukаn pembinааn dаn 
pemberdаyааn kepada pemain layang-layang dаn аpа hаmbаtаnnyа melаlui 
wаwаncаrа terаdаp Kepаlа Bаgiаn Instansi SATPONTI dan hasil wаwаncarа dan 
kuesioner kepada masyarakat di daerah Kota Pontianak. 
b. Data Sekunder 
 Yaitu dаtа yаng didаpаtkаn dаri penelitiаn kepustаkааn, yаng diketаhui dаtа 
penelitiаn kepustаkааn berupа dаtа dаri perаturаn perundаngаn, buku, dаn 
jurnаl. 
e. Teknik Pengumpulan Data 
 Dаlаm penelitiаn ini, penulis menggunаkаn duа teknik pengumpulаn dаtа dаlаm 
melаkukаn pengumpulаn dаtа yаng diperlukаn. Teknik pengumpulаn dаtа yаng digunаkаn 
аdаlаh :  
a. Data Primer 
 Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara. Wawancara adalah 
situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yaitu pewawancara 
mengajukan pertanyaan–pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban 
yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.7 
 Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian 
ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana 
semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu 
hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara ini dimaksudkan untuk 
memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan 
sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai 
apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.8 Wawancara dilakukan 
untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu 
mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.9 
b. Data Sekunder 
 Dalam penelitian ini, data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, 
buku, dan dokumen dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi. 
Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data 
tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, 
buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan 
permasalahan penelitian.10 
f. Populasi dan Sample 
 Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan teknik 
purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik non random sampling, untuk 
                                                          
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm 12. 
8 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 167-168. 
9 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 95. 
10 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 71. 
menentukan pengambilan sampel melalui teknik ini dilakukan dengan cara menetapkan 
ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab 
permasalahan penelitian.  Populasi penelitian ini adalah  masyarakat Kota Pontianak. 
Sedangkan sampel pada penelitian ini adalah masyarakat Kota Pontianak di sekitar tempat 
umum. Responden dari penelitian ini adalah perwakilan dari SATPONTI, yaitu di Bidang 
Ketertiban Umum serta masyarakat Kota Pontianak yang berada di tepian sungai, lapangan 
ramai pemukiman, jalan raya dan area perumahan. 
g. Teknik Analisis Data 
 Pada penelitian ini, penulis dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh 
menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode tersebut merupakan suatu cara 
penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis 
maupun lisan, serta perilaku responden yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara 
utuh dan mendalam.11 
 Kemudian penulis membandingkan data yang diperoleh dari responden dan data yang 
terdapat di Kantor SATPONTI sehingga dapat menemukan jawaban atas judul penelitian 
efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum 
terhadap larangan bermain layanag-layang di Kota Pontianak (Studi di Dinas Satuan Polisi 
Pamong Praja Kota Pontianak). 
h. Definisi Operasional 
a) Larangan  
 Larangan yang dimaksud dalam skrispsi ini yaitu ketidakbolehan untuk bermain 
layang-layang di Kota Pontianak dan apabila melanggar dikenakan sanksi, baik 
sanksi administratif maupun sanksi pidana. 
b) Efektivitas  
 Efektifitas yang dimaksud dalam skrispsi ini yaitu tercapainya Pasal 19 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Mengenai 
Larangan Bermain Layang-layang di Kota Pontianak di masyarakat sehingga tercipta 
kondisi yang tertib dan tentram. 
c) Permainan Layang-Layang 
 Permainan layang-layang yang dimaksud dalam skrispsi ini yaitu merupakan 
lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan 
dengan tali kawat, bahan metal, logam, atau sejenisnya yang dapat membahayakan 
masyarakat. 
                                                          
11 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 250. 
d) Satuan Polisi Pamong Praja 
 Satuan Polisi Pamong Praja yang dimaksud dalam skrispsi ini yaitu Dinas 
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai salah satu Badan Pemerintah 
yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara 



























A. Kajian Umum Terkait Efektivitas Hukum 
 Efektif sendiri berasal dari bahasa Inggris effective dengan arti berhasil atau berhasil 
dengan baik. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer efektivitas sebagai ketetapan 
penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
efektif ialah sesuatu yang memiliki efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) dari sejak awal 
berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.12 
 Efektivitas adalah keadaan dimana subjek diperankan untuk memantau.13 Dari sudut 
pandang hukum subjek pada penelitian ini ialah pihak yang berwenang yaitu pemerintah 
daerah atau Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya 
disebut dengan DINSATPONTI. Pada dasarnya dapat diartikan efektivitas ialah sebuah 
tingkatan keberhasilan suatu pencapaian dalam sebuah tujuan. Efektivitas ialah sebuah 
pengukuran dalam sebuah pencapaian suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 
sebelumnya. 
 Pada ilmu sosiologi hukum, hukum mempunyai fungsi yaitu sebagai a tool social 
control agar dapat terciptanya kondisi yang setabil dalam masyarakat, dengan tujuan untuk 
menciptakan keadaan yang seimbang dalam masyarakat, bertujuan untuk menciptakan 
keadaam serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan itu 
hukum memiliki fungsi sebagai a tool of social engineering yaitu sebuah sarana untuk 
pembaharuan dalam masyarakat. Hukum berperan mengubah pola pemikiran masyarakat 
(dari tradisional ke rasional / modern). Efektivitas hukum merupakan proses agar hukum 
berlaku efektif. 
 Untuk mengetahui efektivitas dari hukum, untuk dapat mengukur sejauh mana hukum 
tersebut ditaati oleh target yang telah menjadi sasaran ketaatannya, bisa dikatakan bahwa 
aturan hukum yang bersangkutan tersebut adalah efektif. Akan tetapi, walaupun peraturan 
yang telah ditaati tersebut efektif, tetap masih dapat dipertanyakan besar efektivitasnya ketika 
berhasil dijalankan atau tidak terhadap pada kepentingannya14 yang bersifat compliance, 
identification, internalization. 
 Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain15: 
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari 
orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. 
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami 
oleh target diberlakukannya aturan hukum. 
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. 
                                                          
12 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka, Hlm 284. 
13 Ibid, hlm 284. 
14 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Penerbit Kencana, hlm 375.  
15 Ibid, hlm 376. 
d. Jika hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan maka 
seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat 
mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih 
mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan 
(mandatur). 
e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat 
aturan hukum yang dilanggar tersebut. 
f. Berat ringannya sanksi yang diancam adalah aturan hukum harus 
proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan. 
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi 
pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang 
memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancam kan sanksi 
memang tindakan yang konkret dapat dilihat diamati oleh karenanya 
memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan dan penghukuman). 
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif 
akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan 
nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target 
diberlakukannya aturan tersebut. 
i. Efektif atau tidak efektif nya suatu aturan hukum secara umum juga 
tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk 
menegakkan aturan hukum tersebut. 
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga syarat kan 
adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat. 
 Terdapat pendapat yang berbeda dari C. G. Howard & R. S. Mumnresyang 
berpendapat yang dapat dikaji seyogyanya adalah, ketaatan terhadap hukum yang bukan 
pada umumnya, melainkan pada ketaatan aturan hukum tertentu saja. Menurut Achmad Ali 
ialah kajian dapat dilakukan terhadap keduanya:16 
a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang 
mempengaruhinya; 
b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor 
apa yang mempengaruhinya. 
                                                          
16 Ibid, hlm 376. 
Namun jika yang akan dikaji ialah efektivitas perundang-undangan, maka dapat yang 
dikatakan tentang efektifnya sebuah perundang-undangan, dan tergantung pada beberapa 
faktor, yaitu:17 
a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan. 
b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut. 
c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam 
masyarakatnya. 
d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh di 
lahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang 
diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai Sweep legislation (undang-undang 
sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. 
 Dari pendapat Achmad Ali pada umumnya faktor yang banyak berpengaruh pada 
efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, 
wewenang serta fungsi dari para penegak hukum, baik saat menjelaskan tugas yang 
dibebankan kepada mereka ataupun penegakan perundang-undangan.18 
 Suatu produk hukum disahkan lalu diberlakukan pada masyarakat. kemudian setelah 
hukum berlaku, barulah dapat dikaji efektivitas dari penerapan hukum. Maksud mengkaji 
efektivitas ialah mengetahui hukum yang dikeluarkan pemerintah mampu dilaksanakan 
dengan baik atau sebaliknya di masyarakat. Hal ini harus dikaitkan dengan teori-teori hukum 
seperti teori efektivitas hukum maupun teori penegakan hukum. Karena efektivitas adalah 
tolak ukur keberhasilan untuk mencapai tujuan hukum tersebut. 
 Efektif atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan sangatlah dipengaruhi 
oleh tiga faktor yaitu Substansi Hukum19, Struktur Hukum20, dan Kultur Hukum21.22 Dan dalam 
                                                          
17 Ibid, hlm 378. 
18 Ibid, hlm 379. 
19 Substansi adalah suatu hasil nyata yang diterbitkan oleh sistem hukum. Hasil nyata ini dapat berbentuk hukum 
in concreto atau kaedah-kaedah hukum individual, maupun hukum in abstrakto atau kaedah hukum umum. 
20 Struktur sebuah sistem adalah sebuah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional 
dari sistem tersebut, tulang-tulang keras yang kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. 
Unsur struktur yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perangkat daerah. Perangkat daerah tersebut berupa 
Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. 
21 Kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum, adat kebiasaan, opini, cara bertindak, 
dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial tersebut menuju atau menjauh dari hukum dan dengan 
cara-cara tertentu. 
22 Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif ilmu sosial, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 15-17. 
menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni hukum23, 
penegak hukum24, sarana25, masyarakat26, dan kebudayaan27. 
Dan dalam kehidupan di masyarakat dibedakan 4 (empat) macam norma yaitu Norma agama 
28, Norma kesusilaan 29, Norma kesopanan 30, Norma hukum31. 
 Faktor-faktor tersebut sangat erat kaitannya karena menjadi tolak ukur utama 
efektivitas penegakan hukum dalam penegakan hukum. Dari sisi faktor penegakan hukum, 
faktor penegakan hukum menjadi poin utama. Sebab, kedua undang-undang tersebut disusun 
oleh aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum juga harus menegakkan undang-
                                                          
23 “Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di 
lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya 
konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu 
perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika 
melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis 
saja “ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Penerbit PT. 
Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 8. 
24 “Dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, 
kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang 
kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum 
diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenang 
nya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan 
lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah 
dari aparat penegak hukum tersebut.” Ibid, hlm 21. 
25 “Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, menurut Soerjono 
Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan 
atau alat-alat komunikasi yang profesional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat 
penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak 
hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peran yang aktual.” Ibid, hlm 37. 
26 Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. 
Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul 
adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat 
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang 
bersangkutan. 
27 Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang 
merupakan konsepsi konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang 
dianggap buruk (sehingga dihindari). 
28 Norma agama adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan anjuran-
anjuran yang berasal dari Tuhan. Para pemeluk agama mengakui dan berkeyakinan, bahwa peraturan-peraturan 
hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntutan hidup ke arah jalan yang benar. Norma agama bersifat 
umum dan universal serta berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia. Pelangar norma agama diancam 
dengan hukuman dari Tuhan dan berlaku kelak di akhirat. 
29 Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. Hasil dari perintah 
dan larangan yang timbul dari norma kesusilaan bergantung pada pribadi orang-orang. Norma kesusilaan dapat 
menetapkan buruk baiknya suatu perbuatan manusia dalam masyarakat. Norma kesusilaan bersifat umum dan 
universal dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Pelanggar norma kesusilaan mengakibatkan perasaan cemas 
dan kesal hati. 
30 Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Satu golongan 
masyarakat dapat menetapkan peraturan-peraturan tertentu mengenai kesopanan, yaitu apa yang boleh dan apa 
yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat. Norma kesopanan bersifat khusus dan regional yang 
berlaku bagi golongan masyarakat tertentu. Pelanggar norma kesopanan mengakibatkan celaan atau pengasingan 
dari lingkungan masyarakat. 
31 Norma Hukum adalah peraturan-peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara, yang 
mana isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat 
negara. Keistimewaan norma hukum adalah sifatnya yang memaksa dengan sanksinya berupa ancaman hukuman. 
undang tersebut, aparat penegak hukum itu sendiri juga menjadi panutan bagi masyarakat 
luas.32 
 Dari beberapa teori yang sudah penulis berikan di atas mengenai efektivitas, maka 
dapat penulis simpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah suatu pengukuran akan sebuah hasil 
atau tercapainya suatu tujuan dari sebuah kegiatan dalam hal ini adalah peraturan daerah 
yang dikeluarkan oleh pihak berwenang yaitu pemerintah daerah, dengan memperhatikan 
teori-teori yang ada. Penitik beratan efektivitas hukum ada di penegakan hukum itu sendiri 
oleh pihak-pihak yang berwenang menegakkannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum tidak 
dapat berdiri sendiri melainkan dipengaruhi faktor-faktor yang lain, maka dari hal tersebut 
seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum tersebut haruslah Selaras untuk 
bisa mencapai suatu tujuan berlakunya suatu hukum itu sendiri. 
B. Kajian Umum Terkait Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan Daerah, 
regulasi yang mengatur larangan bermain layang-layang  
  
Dalam konstitusi Republik Indonesia dikatakan negara Indonesia adalah negara hukum 
dengan tujuan menciptakan tata tertib hukum dan kepastian hukum pemerintahan di 
Indonesia yang berlandaskan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas 
hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat) yang secara jelas 
ditentukan dalam batang tubuh undang-undang Dasar 1945.33  
 Dalam negara hukum, tugas pemerintah adalah sangat luas, yakni mengutamakan 
kepentingan seluruh rakyatnya, hal ini juga tertulis dalam Pembukaan Undang – Undang34. 
Dengan tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, maka pembentukan 
peraturan di negara Republik Indonesia sangat penting. Karena negara mengurusi 
kesejahteraan rakyat dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, 
serta pertahanan keamanan yang diselenggarakan dengan pembentukan peraturan-peraturan 
negara yang tak mungkin dihindarkan.35  
 Hal tersebut untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang 
terdapat dalam Pembukaan Undang – Undang. Pemerintahan telah mengakomodir hal 
                                                          
32 Ibid, hlm 53. 
33 Didi Najim Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm 109. 
34 “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” 
Pembukaan Undang – Undang34 Dasar 1945 alinea ke-4 
35 Maria Farida Indrati, Ilmu Perudang-undangan, Penerbit Kanisius, 2007, Yogyakarta, hlm 45. 
tersebut yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan36.  
Dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara berurutan adalah 
sebagai berikut:  
Gambar 2.1 
 
Gambar 2.1 : tata urutan peraturan perundang-undangan Sumber: Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
 Pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia, peraturan Perundang-
undangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang pada pemerintahan pusat yang berlaku 
secara umum terhadap seluruh masyarakat Indonesia, serta ada juga yang dibuat oleh 
pejabat daerah yang berwenang dan hanya berlaku pada daerah tertentu dimana Perundang-
undangan tersebut dibuat atau disahkan dan tidak berlaku pada daerah lain, Perundang-
undangan ini disebut Peraturan Daerah.  
  Peraturan Daerah ialah sebuah peraturan yang telah dibuat oleh kepala daerah 
Provinsi maupun Kabupaten/ Kota bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
                                                          
36 Undang-undang ini merupakan aturan formal yang secara garis besar memuat tiga bagian besar yaitu tata urutan 
Perundang-undangan dan menteri muatan Perundangan, pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan teknis 
Perundang-undangan. 
(DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan 
otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan 
daerah sebuah bentuk nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang pemiliknya ialah 
pemerintah daerah itu sendiri dan pada dasarnya peraturan daerah ialah penjabaran lebih 
lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memerhatikan dari ciri 
khas dari masing-masing daerah.37  
 Kemandirian tidak berarti bahwa suatu daerah dapat merumuskan peraturan 
perundang-undangan atau keputusan secara independen dari sistem hukum nasional. 
Undang-undang dan peraturan daerah merupakan bagian terpadu dari sistem hukum 
nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan tingkat daerah tidak boleh 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi atau 
kepentingan umum.  
 Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari 
sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai 
kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.38  
 Fungsi peraturan daerah, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu sebagai 
instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah merupakan peraturan pelaksanaan 
dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, peraturan daerah 
tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan 
daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat 
di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.  
 Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum perubahan) tidak menetapkan dalam pasal 
pasalnya tentang kedudukan atau hierarki peraturan Perundang-undangan di Indonesia, 
selain itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya menetapkan secara tegas beberapa jenis 
Peraturan Perundang-undangan, yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Kedudukan atau hierarki serta jenis peraturan 
                                                          
37 Ibid, hlm 67. 
38 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
perundang-undangan tersebut kemudian secara tegas ditetapkan dalam ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat.  
  Oleh karena itu, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masing-
masing pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan apa 
yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Otonomi Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada dan 
diperlukan oleh masing-masing daerah tersebut. Salah satunya Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang mengatur larangan bermain layang-layang.  
  Dari Penjelasan diatas maka penting bagi masyarakat untuk mematuhi dan 
melaksanakan peraturan yang ada, karena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
Indonesia setiap anggota masyarakat haruslah berperilaku sesuai dengan peraturan hukum 
yang berlaku. Dengan demikian bermain layang-layang dilarang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Keteriban Umum dan perbuatan 
seseorang bermain layang-layang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sesuai dengan 
Pasal 44 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Keteriban Umum.  
  Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban 
Umum, yang berisikan yaitu:  
”Pasal 19 ayat (1) Setiap orang/badan dilarang membuat, membawa, 
menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan/atau 
bermain layangan di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau 
budaya.” 
Pasal 19 ayat (2) Permainan layangan untuk kegiatan Festival atau budaya yang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota dan dilarang menggunakan tali kawat,bahan metal, 
logam, dan sejenisnya.39  Sedangkan ketentuan pidana nya; “Pasal 44 ayat (1) huruf s yang 
berbunyi setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) 
dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp 500.000,00 (Lima 
Ratus Ribu Rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu 
Kartu Tanda Penduduk atau Kartu identitas lainnya.”40 
                                                          
39 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019, tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004, 
tambahan lembaran daerah Kota Pontianak Nomor 173.  
40 Ibid, hlm 5. 
C. Kajian Umum Terkait Peraturan Daerah 
 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota.41 Dalam tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu 
mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.42 Berdasarkan hal 
tersebut lahirlah kewenangan-kewenangan yang dilakukan pemerintah daerah berupa 
membentuk peraturan daerah. Kewenangan pembentukan peraturan ialah wujud kemandirian 
daerah mengatur urusan pemerintahan daerah. Peraturan daerah merupakan instrumen 
strategis sebagai sarana mencapai tujuan desentralisasi dalam konteks otonomi daerah, 
keberadaan peraturan daerah prinsipnya berperan mendorong desentralisasi maksimal.43 
 Dari sudut pandang pemberdayaan politik, tujuan desentralisasi dilihat dari dua sisi 
yaitu pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan 
daerah untuk mewujudkan political Equality, local accountability dan local responsiveness. 
Sementara itu, tujuan desentralisasi dari sisi pemerintahan pusat adalah untuk mewujudkan 
political education, provide training in political Leadership dan create political stability.44 
 Saat ini undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah adalah 
undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam undang-
undang tersebut dijelaskan juga mengenai Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah 
peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, 
dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan 
eksekusi pemerintah daerah.45 
 Akibat adanya asas otonomi daerah, pemerintah di daerah diperbolehkan untuk 
mengatur sendiri pemerintahan didaerahnya, namun tetap harus memperhatikan agar tidak 
melanggar peraturan yang sudah ada. Otonomi daerah46 tidak berarti pemerintah daerah 
dapat membuat peraturan yang terlepas ataupun terpisah berdasarkan sistem nasional. 
Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 
kesatuan sistem perundang-undangan nasional. maka tidak boleh ada peraturan perundang-
                                                          
41 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 
42 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  
43 Reny Rawasita. et.al., Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakkan 
Indonesia (PSHK), Jakarta, 2009, hal. 60.  
44 Syarif Hidayat, Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah, Jentera: Peraturan Daerah edisi 14 Tahun IV, 
Oktober-Desember 2006.  
45 Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. Hal. 202. 
46 “hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.” pasal 1 ayat 6 undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 
undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.47 
 Tujuan utama dari peraturan daerah ialah memberdayakan masyarakat lalu 
mewujudkan kemandirian daerah, yang kemudian pembentukan peraturan daerah harus 
berdasarkan asas pembentukan perundang-undangan48 pada umumnya.49 
 Pembentukan Peraturan Daerah harus sesuai dengan otonomi daerah, agar peraturan 
daerah mampu menjembatani kepentingan masyarakat daerah. Hal yang salah apabila 
Peraturan Daerah dibentuk karena perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, Peraturan 
Daerah harus menjadi produk hukum yang mampu mendukung pemerintahan di daerah. 
sesuai dengan namanya “Peraturan Daerah”, sudah seharusnya kalaudan sudah semestinya 
peraturan daerah bersubstansikan kepentingan masyarakat di daerah.50 
 Evaluasi peraturan daerah penting dilakukan untuk mengetahui segala kekurangan 
dan kelemahannya. Peraturan daerah yang bermasalah menghambat masuknya investasi ke 
daerah dapat diketahui lebih awal, karena dampak negatifnya dapat mempengaruhi minat 
investor yang akan menanamkan modalnya ke daerah-daerah secara langsung maupun 
tidak.51 
 Baik jika Pemerintah Pusat dapat memahami sosiologis dan perkembangan 
situasi/kondisi aktual daerah yang bersangkutan agar dijadikan pertimbangan utama sebelum 
membatalkan sebuah Peraturan Daerah. Pembatalan peraturan daerah oleh pemerintah 
terkesan merepotkan daerah, Peraturan Daerah yang dirancang dengan segenap pikiran, 
tenaga dan biaya yang dikeluarkan dibatalkan karena dianggap menyimpang. Hal  itu 
bermakna, secara implisit pemerintah daerah tidak dapat berbuat sesukanya tentang urusan 
daerah walaupun telah diberi kewenangan dalam membentuk otonomi.52 
 Daerah memiliki hubungan hirarkis berada di bawah pemerintah pusat. Desentralisasi 
murni terjadi bila tidak ada norma-norma yang berlaku untuk seluruh wilayah (tidak adanya 
norma-norma positif yang berlaku untuk seluruh wilayah, namun terdapat grund norm yang 
dicita-citakan berlaku untuk seluruh wilayah).53 
                                                          
47 Bagir Manan, Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, 
Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995, hlm 8.  
48 Memihak kepada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya 
49 Prof .H. Rozali Abdullah, S. H, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara 
Lansung Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Parsada, 2005, hlm 131. 
50 Muhammad Suharjono, Pembentukkan Peraturan Daerah yang Responsif dalam Mendukung Otonomi 
Daerah, DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, 2014, hlm 35. 
51 Ibid, hlm 35. 
52 Ibid, hlm 47. 
53 Jazim Hamidi, dkk, Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2011, 
hlm 48. 
 Pemerintahan daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan peraturan 
















                                                          
54 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Gambar 2.2 : Hierarki Peraturan Perundang-udangan Sumber : Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
 Berdasarkan gambar tersebut Peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan 
otonomi daerah oleh pemerintah daerah dan peraturan daerah merupakan 
penjabaran/perluasan lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan lebih tinggi, dengan 
menyesuaikan ciri khas dari daerah. Maka peraturan daerah tidak dibenarkan apabila 
melanggar dan bertentangan dari yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang 
tingkatannya lebih tinggi. 
 Pembentukan peraturan daerah55 Di dalam penelitian ini yang akan menjadi 
pembahasan oleh penulis adalah peraturan daerah yang tingkatannya adalah peraturan 
daerah provinsi, peraturan daerah provinsi dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.56 
 Materi muatan Peraturan Daerah merupakan Materi muatan yang bersifat atribusi 
maupun delegation dari materi muatan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu 
Materi muatan peraturan daerah juga berisi hal-hal yang merupakan kewenangan daerah 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi muatan peraturan daerah ini 
mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan pelaksanaan Aturan hukum 
diatasnya dan menampung kondisi khusus daerah yang bersangkutan. Selain itu Peraturan 
daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, 
keseluruhannya atau sebagian kepada pelanggar. Peraturan daerah juga dapat memuat 
ancaman Pidana kurungan.57 
 Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan Peraturan Daerah yang 
pada dasarnya dimulai dari perencanaan, pembahasan, teknik penyusunan, perumusan, 
pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Dalam mempersiapkan pembahasan dan 
pengesahan rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, harus berpedoman 
kepada peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan 
kualitas Produk Hukum Daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Peraturan 
Daerah agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebutkan dalam pembentukan Peraturan 
Daerah perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan 
mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, pengetahuan tentang 
                                                          
55“peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan 
persetujuan kepala daerah.” Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan 
56 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
 
57 Harry Alexsander, Panduan Perancangan Peraturan Daerah Di Indonesia, Jakarta, PT. XSYS Solusindo, 
2006, hlm 26.  
bagaimana menuangkan materi muatan tersebut ke dalam Peraturan Daerah secara singkat 
tetapi jelas dengan bahasa yang baik dan mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa 
meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia dalam penyusunan 
kalimatnya. Rangkaian kegiatan penyusunan produk hukum daerah sejak dari perencanaan 
sampai dengan penetapan nya. Proses pembentukan Peraturan Daerah terdiri dari 3 (tiga) 
tahapan58, 
 Ketiga proses pembentukan Peraturan daerah tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
a. Proses penyiapan Raperda di lingkungan DPRD59;  
b. Proses penyiapan Raperda dilingkungan Peraturan Daerah60;  
c. Proses mendapatkan persetujuan DPRD61; 
d. Pengesahan dan pengundangan62;  
 Dalam membahas pembentukan Peraturan Daerah terdapat konsep pendukung 
pelaksanaan otonomi daerah yang harus diperhatikan dalam perancangan peraturan daerah63 
seperti melalui prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pada 
asas pembentukan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan elemen masyarakat 
agar sesuai dengan kehendak masyarakat, memahami fungsi peraturan daerah bagi 
pelaksanaan Otonomi Daerah, mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah 
disahkan, tidak keluar dari tatanan sistem hukum Indonesia, karena peraturan daerah 
                                                          
58 “Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di 
lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemda (dalam hal ini raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk penyusunan 
naskah inisiatif (initiatives draft), naskah akademik (akademic draft) dan naskah rancangan peraturan daerah (legal 
draft), Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD, dan Proses pengesahan oleh 
kepala daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah.” Budiman N. P. D. Sinaga, Ilmu Perundang-
Undangan, Yogyakarta, UII Pres, 2005, hlm 113. 
59 “ anggota anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan Undang-Undang. Begitu pula di tingkat daerah, 
DPRD memegang kekuasaan membentuk peraturan daerah dan anggota DPRD berhak usul Raperda. Dalam 
pelaksanaannya Raperda dari lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD 
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau unit kerja yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Setelah itu juga dibentuk 
Tim Asistensi dengan Sekretariat Daerah atau berada di Biro/Bagian Hukum.” Amandemen I dan II Undang-Undang 
Dasar 1945 Pasal 20 ayat (1), DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dan berdasarkan Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 20 ayat (2) 
60 Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
61 pembahasan Raperda di DPRD baik atas inisiatif Pemerintah Daerah maupun atas inisiatif di DPRD, dilakukan 
oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota, Pemda membentuk Tim Asistensi dengan Sekretaris Daerah berada 
di Biro/Bagian Hukum. 
62 Raperda dikirim oleh pimpinan DPRD ke Kepala Daerah sesuai Sekretaris Daerah, Biro/Bagian Hukum untuk 
mendapatkan pengesahan. Kepala Biro/Bagian Hukum akan melakukan autentifikasi. Kepala Daerah mengesahkan 
dengan menandatangani Peraturan Daerah tersebut untuk diundangkan oleh Sekretaris Daerah. Sedangkan 
Biro/Bagian Hukum bertanggung jawab dalam penggandaan, distribusi dan dokumentasi Peraturan Daerah 
tersebut. Peraturan Daerah diundangkan dan masih terdapat kesalahan teknik penyusunan, Sekretaris Daerah 
dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat meralat kesalahan tersebut tanpa merubah substansi Peraturan Daerah 
melalui lembaran daerah. Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan 
dalam lembaran daerah agar semua masyarakat di daerah setempat mengetahuinya. 
63 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, Penerbit PT. Raja 
Grafindo Persada, 2007, hlm 34. 
termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang 
kemudian pemerintah menyediakan ruang konsultasi sehingga dapat meminimalisir terjadi 
peraturan daerah yang bermasalah. 
D. Kajian Umum Terkait Ketertiban Umum 
 Reformasi otonomi daerah64 meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 
otonomi daerah untuk membudayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
Dalam mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat bersamaan dengan 
tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, kondisi ketentraman dan ketertiban umum 
daerah kondusif adalah kebutuhan dasar masyarakat dalam meningkatkan mutu kehidupan. 
 Untuk menciptakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dan 
mendukung terlaksananya kegiatan maka perlu diciptakannya kondisi ketertiban umum 
daerah yang kondusif agar visi dan misi pemerintah dapat terealisas. Tujuan pembinaan 
ketentraman dan ketertiban untuk mengurangi ancaman dan gangguan terhadap 
ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjaga roda pemerintahan (peraturan yang ada) 
di daerah dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan 
kegiatan bermasyarakat secara  tertib dan teratur sesuai dengan tujuan ketahanan nasional.65 
 Ketertiban umum atau public Policy terdapat pada sejumlah Peraturan di Indonesia. 
Definisi “ketertiban umum” masih simpang siur, advokat Luhut M.P. Pangaribuan antara lain 
mengatakan meski bahwa : 
“ Untuk menafsirkan ketertiban umum, maka harus merujuk pada Undang-Undang atau 
hukum yang dibuat oleh seorang hakim. Putusan hakim atau putusan pengadilan yang 
mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum. Sedangkan Indonesia menganut sistem 
hukum tertulis yang eksekutif dimana mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh 
melewati batasan dari Undang-Undang yang dimaksud.”66  
Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti yang samar 
(ambiguity). Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban 
umum secara sempit67 maupun secara luas.68 
                                                          
64 Dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
65 Dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 tahun 1993 tentang Pembinaan 
Ketentraman dan Ketertiban Di Daerah 
66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. 
67 Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja, pelanggar/bertentangan dengan ketertiban umum hanya 
terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja,putusan yang 
melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia. 
68 Penafsiran luas, Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum 
positif tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran 
masyarakat, termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle), 
putusan arbitrase asing yang melanggar /bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam 
E. Kajian Umum Terkait Layang-Layang 
 Pada kepentingan penataan suatu kota di Indonesia pemerintah sudah 
memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan peraturan-
peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam suatu daerah 
tersebut yang diselaraskan dengan keadaan pada daerah tersebut. Dalam halnya 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota 
Pontianak yang melarang warganya bermain layang-layang, ada pula yang dimaksud 
dengan layang-layang tersebut adalah “Sebuah permainan yang terbuat dari bahan 
dasar kertas yang dapat dinaikkan dengan benang atau tali”.69 Permainan layang-
layang ini merupakan sebuah permainan tradisional yang dimainkan setiap orang di 
seluruh dunia, bahkan permainan ini termasuk dalam permainan tradisional yang 
tertua dan hingga saat ini masih sangat digemari oleh setiap orang, baik dikalangan 
tua maupun muda. Permainan tradisional ini yaitu layang-layang telah ditemukan pada 
masa sebelum masehi, adapun catatan sejarah mengenai penemuan layang-layang 
ialah: 
“Catatan pertama yang keluar menyebutkan permainan layang-layang 
adalah dokumen dari Cina sekitar 2500 Sebelum Masehi. Sebuah pemenuan 
suatu lukisan gua di Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, pada awal abad ke-21 
yang memberikan kesan kepada orang bermain layang-layang memunculkan 
spekulasi mengenai tradisi yang berumur lebih dari itu di kawasan Nusantara 
yang telah diduga terjadi suatu perkembangan yang saling bebas antara 
tradisi di China dan di Nusantara karena di wilayah Nusantara lebih banyak 
ditemukan bentuk-bentuk primitif layang-layang yang terbuat dari daun-
daunan. Di wilayah Nusantara itu sendiri catatan pertama mengenai layang-
layang adalah sejarah Melayu Sulalatus Salatin abad ke-17 yang 
menceritakan sebuah festival layang-layang yang telah diakui oleh seorang 
pembesar kerajaan. Dari wilayah Cina, permainan layang-layang menyebar 
luas ke Barat hingga kemudian populer di wilayah Eropa. Layang-layang 
Terkenal ketika digunakan oleh Benjamin Franklin ketika ia Tengah 
mempelajari petir.”  
 Ada pula manfaat layang-layang untuk berbagai keperluan sangat akrab dan 
sangat membantu kehidupan sehari-hari, sebagai contoh diwilayah Jawa Barat, 
Lampung dan beberapa tempat di Indonesia ditemukan layang-layang yang dapat 
                                                          
kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat 
dilaksanakan di Indonesia. 
69 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa, Pustaka Amani, Jakarta, 1927, hlm 201. 
dipakai sebagai alat bantu memancing. Layang-layang ini terbentuk dari anyaman 
daun sejenis Anggrek tertentu dan dihubungkan dengan mata kail. 
 Sedangkan diwilayah Sumatera Barat adalah layang-layang yang terbuat dari 
daun Kolape, layang-layang ini tidak hanya sekedar permainan rakyat, tetapi juga 
mempunyai fungsi ritual dan manfaat praktis salah satunya ritual dan manfaat praktis. 
Layang-layang daun Kolape dimainkan untuk minghilangkan ketidak beruntungan 
melalui upacara sakral. Ada pula sehari-hari layang-layang digunakan untuk mengusir 
burung dan hama babi melalui suara.70 
 Permainan layang-layang di Pontianak dikenal sebagai salah satu hobi 
permainan tradisional dengan dua bentuk yaitu layang-layang hias dan layang-layang 
Laga. Bentuk layang-layang hias lebih menekankan kepada keindahan desain seperti 
layang-layang berbentuk hewan,  pesawat dan bentuk lainnya. Sedangkan pada 
bentuk layang-layang laga lebih mengutamakan ketajaman benang gelasan dan 
mengutamakan teknik untuk mengalahkan lawan dalam sebuah permainan dan 
apabila layang-layang yang mampu bertahan ataupun benang tidak terputus dialah 
pemenangnya dalam permainan tersebut.  
 Pada masa sekarang di Indonesia layang-layang merupakan permainan 
tradisional dan sudah dianggap sebagai kebudayaan yang sering dimasukkan ke dalam 
festival budaya yang sering diadakan bahkan festival ini diikuti oleh beberapa negara 
asing.  Jika dilihat macam-macam kegunaan layang-layang di atas sebenarnya 
permainan tradisional ini sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat tapi jika kita 
melihat dalam sehari di Kota Pontianak, layang-layang tidak hanya dimainkan pada 
saat festival kebudayaan saja tetapi dimainkan dengan seenaknya setiap sore hari. 
Bahkan tidak jarang ditemukan permainan layang-layang dengan menggunakan tali 
atau benang yang terbuat dari bahan metal, beling bahkan dari bahan kawat. Hal 








                                                          
















HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Wilayah Kota Pontianak 
1. Kondisi geografis Kota Pontianak 
  Secara geografis, Kota Pontianak memiliki luas 107,82 Km² dan dilintasi 
oleh garis khatulistiwa. Kota Pontianak terletak pada 00 02′ 24” Lintang Utara 
sampai dengan 00 05′ 37” Lintang Selatan dan 1090 16′ 25” sampai dengan 
1090 23′ 01” Bujur Timur. 
Gambar 3.1 
 
Gambar 3.1 : Peta Kota Pontianak Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2020 
 Sebagian besar keadaan tanah di Kota Pontianak terdiri dari jenis tanah 
organosal, gley, humus dan aluvial yang masing-masing memiliki karakteristik 
berbeda. Ketinggian Kota Pontianak berkisar antara 0,10 meter sampai 1,50 
meter di atas permukaan laut. Wilayah Kota Pontianak terbagi atas 6 
kecamatan yaitu Pontianak Barat, Pontianak Timur, Pontianak Selatan, 
Pontianak Tenggara, Pontianak Utara dan Pontianak Kota serta 29 kelurahan. 
Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Pontianak sebagai berikut: 71 
1) Bagian utara berbatasan dengan Kecamatan Siantan; 
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2) Bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan 
Sungai Kakap dan Kecamatan Siantan; 
3) Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kakap; 
4) Bagian timur berbatasan dengan Kecamatan Sungai Raya dan 
Kecamatan Sungai Ambawang. 
2. Sejarah Kota Pontianak 
 Pada tanggal 23 Oktober 1771, pada saat ziarah Rajab 1181 Hijriah, 
tim Syarif Abdurrahman Alkadrie membuka hutan di pertemuan Sungai Landak, 
Kapuas Kecil dan Kapuas untuk membangun balai dan rumah sebagai tempat 
tinggal dan tempat itu bernama Pontianak. Berkat kepemimpinan Syarif 
Abdurrahman Alkadrie, Pontianak berkembang menjadi kota perdagangan dan 
pelabuhan. 
 Pada tahun 1192, Syarif Abdurrahman Alkadrie yang beragama Islam 
dinobatkan sebagai sultan pertama Pontianak. Berdirinya Masjid Agung Sultan 
Abdul Rahman Al Qadri dan Istana Kadaria menandai lokasi pusat 
pemerintahan yang kini berada di Desa Dharam Bugis Kecamatan Pontianak 
Timur. 
Adapun sultan yang pernah menjabat sebagai sultan Pontianak: 72 
1. Syarif Abdurrahman Alkadrie memerintah dari tahun 1771-1808 
2. Syarif Kasim Alkadrie memerintah dari tahun 1808-1819 
3. Syarif Osman Alkadrie memerintah dari tahun 1819-1855 
4. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tahun 1855-1872 
5. Syarif Yusuf Alkadrie memerintah dari tahun 1872-1895 
6. Syarifrif Muhammad Alkadrie memerintah dari tahun 1895-1944 
7. Syarif Thaha Alkadrie memerintah dari tahun 1944-1945 
8. Syarif Hamid Alkadrie memerintah dari tabun 1945-1950 
 Kota Pontianak didirikan oleh Syarif Abdurrahman Alkadrie (lahir tahun 
1742), yang membuka Pontianak pertama kali pada Rabu, 23 Oktober 1771, 
                                                          
72 Pontianakkota, sejarah Kota Pontianak, https://www.pontianakkota.go.id/tentang/sejarah, di akses pada tanggal 
18 November 2020, pukul 09.57 WIB. 
yang bertepatan dengan Radjab 1185 ke-14, kemudian pada tanggal 8 Sja'ban 
pada hari Senin. Hari dimana didirikan saat Hijriah sanah pada tahun 1192, dan 
Syarif Abdurrahman Alkadrie dinobatkan sebagai sultan Kerajaan Pontianak. 
 Berikutnya 2 tahun setelah itu sesudah Sultan Kerajaan Pontianak 
dinobatkan, hingga pada Hijrah sanah 1194 bertepatan tahun 1778, masuk 
dominasi kolonialis Belanda dari Batavia (Betawi) utusannya Petor (Asistent 
Resident) dari Rembang bernama Willem Ardinpola, serta mulai pada masa itu 
bangsa Belanda posisi di Pontianak, oleh Sultan Pontianak. Bangsa Belanda itu 




 Serta baru pada bertepatan pada 5 Juli 1779, Compagnie Belanda 
menciptakan perjanjian( Politiek Contract) dengan Sultan Pontianak tentang 
penduduk Tanah Seribu( Verkendepaal) untuk dijadikan tempat aktivitas 
bangsa Belanda, serta seterusnya sebagai tempat/ peran Pemerintah Resident 
het Hoofd Westeraffieling van Borneo( Kepala Wilayah Keresidenan Borneo 
lstana Kadariah Barat), serta Asistent Resident het Hoofd der Affleeling van 
Pontianak( Asistent Resident Kepala Wilayah Kabupaten Pontianak) serta 
berikutnya Controleur het Hoofd Onderaffleeling van Pontianak/ Hoofd 
Plaatselijk Bestur van Pontianak( bertepatan dengan Kepatihan) membawahi 
Demang het Hoofd der Distrik Van Pontianak( Wedana) Asistent Demang het 
Hoofd der Onderdistrik van Siantan( Ass. Wedana/ Camat) Asistent Demang 












3. Visi dan Misi Kota Pontianak 
Berikut visi dan misi Kota Pontianak.73 
Gambar 3.2 
 
Gambar 3.2 : Visi dan Misi Kota Pontianak Sumber: BPS Kota Pontianak Tahun 2020 
4. Jumlah Penduduk Kota Pontianak 
 Berdasarkan data jumlah penduduk Kota Pontianak pada Semester I 
Tahun 2020 berdasarkan Data Konsolidasi Berkala Kementerian Dalam Negeri 
Republik Indonesia. Data kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk 
skala nasional, skala provinsi, skala kabupaten/kota diterbitkan per semester 
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tanggal 18 November 2020, pukul 10.05 WIB. 
yaitu semester I tiap tanggal 30 Juni dan semester II tiap tanggal 31 
Desember. 
 Data jumlah penduduk pada semester 1 tahun 2020 adalah berjumlah 
670.859 jiwa. Penduduk yang berstatus Kepala Keluarga berjumlah 194.298 
jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk kota Pontianak naik dalam waktu 1 (satu) 
semester, dari 669.169 jiwa pada semester 2 tahun 2019 meningkat menjadi 
670.859 jiwa pada semester 1 tahun 2020. Dengan kenaikan sebanyak 1.690 
jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Pontianak dari semester 2 tahun 2019 
sampai dengan semester 1 tahun 2020 sebesar 0,25 persen. Pada Semester I 
Tahun 2020 seluruh penduduk di Kecamatan mengalami peningkatan. Jumlah 
angkatan kerja produktif, yaitu penduduk berusia 15-64 tahun di Kota 
Pontianak berjumlah 466.273 jiwa, atau setara dengan 69.50% dari jumlah 
penduduk.74 
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak 
1. Lokasi  
 Kantor dari Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terletak 
di Kota Pontianak, tepatnya berada di Jalan Zainuddin No. 36, Tengah, Kec. 
Kota Pontianak, Kalimantan Barat.  
2. Visi dan Misi 
Bentuk visi dan misi SATPONTI : 
Gambar 3.3 
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Gambar 3.3 : Visi dan Misi SATPONTI Sumber : Instansi SATPONTI 
3. Struktur Organisasi SATPONTI  
Gambar 3.2 
 
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi SATPONTI 
Sumber : Instansi SATPONTI 
 Struktur orgаnisаsi merupаkаn sebuаh susunаn dаlаm unit kerjа untuk 
dаpаt melihаt pembаgiаn kerjа dаn bаgаimаnа fungsi аtаu kegiаtаn yаng bisа 
dikoordinаsikаn dengаn bаik sertа dаpаt mengetаhui beberаpа spesiаlisаsi dаri 
sebuаh pekerjааn, sаlurаn perintаh dаn penyаmpаiаn lаporаn. 
 Dalam penelitian ini, yaitu terkait larangan bermain layang-layang 
termasuk di bidang operasi dan ketertiban umum. Untuk itu perlu diketahui 
terlebih dahulu tugas dan fungsi Bidang operasi dan Ketertiban Umum pada 
SATPONTI. Bidang operasi dan ketertiban umum mempunyai tugas pokok yaitu 
merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, 
melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang operasi dan 
ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang operasi dan 
Ketertiban Umum Masyarakat mempunyai fungsi:75 
a) Merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan dan 
ketertiban umum; 
b) Menyusun rencana kerja di bidang bisnis dan ketertiban umum; 
c) Koordinasi tindakan dan pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum; 
d) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik di bidang manajemen 
dan ketertiban umum; 
e) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang operasi dan 
ketertiban umum; 
f) Bimbingan teknis dan pengendalian di bidang operasi dan ketertiban 
umum; 
g) Laporan pelaksanaan tugas di bidang tindakan dan ketertiban umum; 
h) Manajemen administrasi di bidang operasi dan ketertiban umum; dan 
i) Melaksanakan fungsi lain di bidang operasi dan pengendalian serta 
ketertiban umum dan ketertiban umum yang diberikan oleh 
penanggung jawab unit. 
 Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Ketertiban Umum dan 
Ketentraman Masyarakat dibagi menjadi tiga seksi, yaitu:76 
1) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas: 
                                                          
75 Pasal 25 Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
76 Pasal 26 Peraturan Walikota Kota Pontianak Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
a) Sesuai dengan tujuan dan rencana kerja tahunan Satuan Polisi 
Pamong Praja, menyusun rencana kerja di bidang operasi dan 
pengendalian yang telah ditetapkan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
b) Membagi tugas dan memberikan instruksi kerja kepada staf 
dalam bentuk lisan atau tertulis untuk memahami dengan benar 
tugas yang diberikan; 
c) Mengawasi dan mengevaluasi personel dalam menjalankan 
tugasnya secara preventif dan korektif untuk menghindari 
penyimpangan dalam menjalankan tugasnya; 
d) Melaksanakan penataan kearsipan dalam lingkup seksi operasi 
dan pengendalian; 
e) Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam hal 
operasi dan pengendalian, pelaksanaan peraturan daerah 
melalui tindakan preventif dan penindasan non yudisial, 
penanganan protes dan kerusuhan berskala besar, pengawalan 
pejabat dan tokoh penting, serta keselamatan bangsa / agama. 
festival, dll., Tempat-tempat penting beroperasi sesuai dengan 
petunjuk dan pedoman teknis yang efektif untuk memungkinkan 
kelancaran pelaksanaan tugas; 
f) Sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan, 
menyiapkan draf naskah formal terkait dengan bidang operasi 
dan pengendalian agar lancar menjalankan tugas; 
g) Sesuai dengan pedoman, peraturan perundang-undangan, 
melaporkan kegiatan di bidang bisnis dan pengendalian kepada 
penanggung jawab bisnis, sebagai bahan yang harus 
diperhatikan saat mengambil keputusan; 
h) Mengajukan saran dan pertimbangan kepada direktur 
departemen mengenai upaya penyelesaian masalah lisan dan 
tertulis terkait bidang operasi dan pengendalian sebagai konten 
penting untuk dipertimbangkan saat mengambil keputusan; 
i) Melaksanakan tugas resmi lainnya yang berkaitan dengan tugas 
pokok dan fungsi di bidang operasi dan pengendalian yang 
menjadi tanggung jawab direktur departemen. 
2) Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 
mempunyai tugas:77 
a) Sesuai dengan tujuan dan rencana kerja tahunan Satuan Polisi 
Pamong Praja, menyusun rencana kerja di bidang operasi dan 
pengendalian yang telah ditetapkan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 
b) Membagi tugas dan memberikan instruksi kerja kepada staf 
dalam bentuk lisan atau tertulis untuk memahami dengan benar 
tugas yang diberikan; 
c) Mengawasi dan mengevaluasi secara preventif dan tepat 
tanggung jawab karyawan saat menjalankan tugasnya, 
sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam menjalankan 
tugasnya; 
d) Mengatur file dalam ruang lingkup operasi dan bagian kontrol; 
e) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk 
mengelola ketertiban dan ketertiban umum termasuk patroli, 
melakukan tindakan pencegahan terhadap pelanggaran 
"Peraturan Daerah" dan "Peraturan Umum Daerah", serta 
melakukan pemantauan dan data sesuai dengan pedoman 
teknis dan pedoman yang berlaku. untuk melakukan tugas 
dengan lancar; 
f) Sesuai dengan standar dan peraturan perundang-undangan 
yang relevan, menyiapkan draf naskah dinas yang terkait 
dengan bidang ketertiban umum dan ketentraman umum agar 
dapat menjalankan tugasnya dengan lancar; 
g) Sesuai dengan pedoman, peraturan perundang-undangan, 
melaporkan kegiatan ketertiban umum dan ketertiban umum 
kepada direktur Departemen Administrasi Umum, sebagai 
bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan; 
h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada direktur 
departemen mengenai upaya penyelesaian masalah terkait 
ketertiban umum dan bidang ketertiban umum, sebagai bahan 
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Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 
lisan dan tertulis sebagai bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan; dan 
i) Melaksanakan tugas resmi lainnya yang berkaitan dengan 
ketertiban umum serta tugas pokok dan fungsi di bidang 
ketertiban umum yang diberikan oleh penanggung jawab 
departemen. 
C. Efektivitas Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 
2019 Tentang Ketertiban Umum Terhadap Larangan Bermain Layang-
Layang Di Kota Pontianak 
 Untuk menjaga perkembangan dan dinamika aktivitas masyarakat khususnya 
terhadap pemain layang-layang sejalan dengan berkembangnnya otonomi daerah dan 
era globalisasi, maka dari itu kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang 
baik merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi masyarakat Kota Pontianak agar 
meningkatnya mutu kehidupan bagi masyarakat. Telah dijamin dalam Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Pasal 2 tahun 1993 tentang ketentraman dan keteriban 
di daerah tujuan dari pembinaan ketentraman dan ketertiban adalah untuk 
menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap 
ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat, serta menjaga roda pemerintahan 
atau Peraturan pemerintah serta Peraturan Perundang-Undangan di daerah dapat 
berjalan lancar sehingga pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara 
umum tertib dan teratur dalam rangka menetapkan ketahanan nasional. 
 Penelitian ini berfokus pada pelanggaran terhadap larangan bermain layang-
layang di Kota Pontianak. Larangan bermain layang-layang yang dimaksud pada 
penelitian ini adalah setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, 
menyimpan, menjual layangan dan peralatan permainan layangan dan atau bermain 
layangan di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya dan 
dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam, dan sejenisnya. Orang yang 
bermain layangan ditempat umum dengan menggunakan tali kawat, bahan metal, 
logam, dan sejenisnya dapat mengganggu ketertiban umum karena dapat 
membahayakan keselamatan masyarakat. 
 Dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota 
Pontianak serta menciptakan lingkungan yang damai dan tentram, Pemerintah Daerah 
Kota Pontianak mengundangkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 
Peraturan daerah tersebut diundangkan pada tanggal 31 Mei 2004 dan diharapkan 
dengan berlakunya peraturan daerah tersebut dapat menumbuhkan kesadaran 
masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga, dan memelihara ketertiban, 
ketentraman, keteraturan, dan kelestarian hidup. 
 Dari penjelasan-penjelasan di atas, untuk itu setiap orang dilarang bermain 
layang-layang. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan mengidentifikasi 
terkait efektivitas Pasal 19 pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, yaitu terkait larangan bermain 
layang-layang di Kota Pontianak. Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi: “Pasal 19 ayat (1) itu setiap 
orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual layangan dan 
peralatan permainan layangan dan atau bermain layangan di wilayah Kota Pontianak 
kecuali untuk kegiatan festival atau budaya. Pasal 19 ayat 2 permainan layangan untuk 
kegiatan festival atau budaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin 
walikota dan dilarang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam, dan sejenisnya.” 
Dari observasi yang telah dilakukan penulis, masih dijumpai orang yang bermain 
layang-layang. Orang yang bermain layang-layang tersebut dapat dijumpai di sekitar 
tempat-tempat umum, seperti jembatan, tepian sungai, dan lapangan ramai 
pemukiman. Pernyataan tersebut diperkuat dengan data primer dari hasil wawancara 
dengan Bapak Heri Suwito, S.H., M.H. Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Dari 
SATPONTI sebagai narasumber. 
 Narasumber menjelaskan meskipun telah dilarang pada Pasal 19 Peraturan 
Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019, masih menjumpai orang yang bermain 
layang-layang ketika melakukan patroli rutin, bahkan di area perumahan pun juga 
dijumpai orang yang bermain layang-layang. Dijelaskan juga oleh narasumber bahwa 
perilaku tersebut tergantung dari individu masing-masing orang, ada orang yang 
memiliki kesadaran untuk menjaga menaati peraturan ada juga yang tidak peduli 
dengan peraturan. Sebagai contoh di tempat-tempat umum yang ramai dengan 
penyedia jasa transportasi. Orang yang bermain layang-layang banyak dilakukan oleh 
remaja dan pria dewasa. Tempat-tempat dijumpainya orang yang bermain layang-
layang tersebut merupakan tempat umum seperti area perumahan, jembatan, tepian 
sungai, dan lapangan ramai pemukiman. Pernyataan tersebut didukung dengan data 
terkait jumlah pelanggaran bermain layang-layang di kota pontianak 4 (empat) tahun 
terakhir sebagai berikut: 
Tabel 3.1 
Jumlah Pelanggaran Bermain Layang-layang di Kota Pontianak 
No Tahun Jumlah Kasus 
1 2017 14 kasus 
2 2018 17 kasus 
3 2019 23 kasus 
4 2020 27 kasus 
Sumber : Data primer, diolah, 2020 
 
 Data jumlah pelanggaran bermain layang-layang tersebut merupakan data 
yang tercatat di Kantor SATPONTI. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, 
masih banyak dijumpai orang yang bermain layang-layang. Pihak SATPONTI 
menjumpai orang yang bermain layang-layang tersebut ketika melakukan patroli rutin. 
Jumlah pelanggaran yang bermain layang-layang pada tahun 2017 sebanyak 14 
(empat belas) orang, pada tahun 2018 sebanyak 17 (tujuh belas) orang, pada tahun 
2019 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan pada tahun 2020 sebanyak 27 (dua 
puluh tujuh) orang. Hal tersebut tentunya merupakan suatu hal yang negatif karena 
jumlah pelanggaran bermain layang-layang dari tahun ke tahun mengalami 
peningkatan. 
 Dari uraian-uraian di atas, untuk mengidentifikasi larangan bermain layang-
layang pada Pasal 19 sudah efektif atau belum, peneliti memilih menggunakan teori 
efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto karena penulis menilai 
teori inilah yang paling sesuai dan mudah untuk diterapkan di Indonesia, berikut hasil 
dan pembahasan peneliti: 
1. Faktor Hukum 
 Jika melihat dari isi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi: “Pasal 19 ayat (1) itu 
setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual 
layangan dan peralatan permainan layangan dan atau bermain layangan di 
wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya. Pasal 19 
ayat 2 permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya yang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota dan dilarang 
menggunakan tali kawat, bahan metal, logam, dan sejenisnya.” Sedangkan 
ketentuan pidana nya: “ pasal 44 ayat (1) huruf s yang berbunyi setiap orang 
atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 19 ayat (1) dikenakan 
biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp 500.000,00 ( Lima Ratus Ribu 
Rupiah) Dan atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara 
waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.” 
 Maka sudah sangat jelas bahwa bagi Orang yang yang bermain layang-
layang tanpa izin walikota dapat dikenakan biaya paksaan sebesar Rp 
500.000,00 atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara 
waktu kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya.  
 Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan bersama Bapak Heri Suwito, 
S.H., M.H. Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Dari SATPONTI, Peneliti 
menanyakan adakah aturan pelaksanaan untuk menjalankan pasal 19 tersebut, 
Peneliti mendapatkan jawaban bahwa ada aturan pelaksanaan untuk pasal 19 
tersebut yang diatur dalam pasal 4 peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 
11 tahun 2019 tentang Ketertiban umum dalam Pengendalian, pengawasan 
dan pembinaan ketertiban umum. Aturan pelaksanaan tersebut mengatur 
Tentang Pengendalian, pengawasan dan pembinaan ketertiban umum di 
dilakukan oleh perangkat daerah terkait dan berkoordinasi dengan Satuan 
Polisi Pamong Praja dan penindakan dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 
Praja dan/atau perangkat daerah. Narasumber juga mengatakan dalam upaya 
pengendalian pengawasan dan pembinaan ketertiban umum yang dilakukan 
oleh SATPONTI yaitu adalah melakukan patroli rutin dan melakukan razia jika 
terdapatnya orang/badan yang bermain layang-layang.78  
 Tindakan yang dilakukan oleh SATPONTI terhadap orang/badan yang 
masih bermain layang-layang di wilayah ramai penduduk dan tanpa izin 
walikota dengan cara menyita seluruh alat dan layangan beserta kartu tanda 
penduduk atau kartu identitas lainnya dan dikenakan denda Rp 500.000,00 
(Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Pasal 44 peraturan daerah Kota 
Pontianak Nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Narasumber juga 
mengatakan jika yang bermain layang-layang adalah anak-anak yang belum 
memiliki Kartu tanda Penduduk dan kartu identitas lainnya akan mendapatkan 
sanksi berupa menyita seluruh alat yang dipergunakan untuk bermain layang-
layang termasuk layangan tersebut dan mendapat himbauan yang dilakukan 
oleh SATPONTI. 
                                                          
78 Data primer hasil wawancara dengan Heri Suwito, SH., MH. Selaku Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan 
satuan polisi pamong praja kota Pontianak, tanggal 11 November 2020. 
 Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari faktor hukum bahwa telah jelas 
terdapat larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Larangan tersebut 
juga telah diikuti sanksi denda sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu 
Rupiah) dan sanksi administrasi dengan cara menyita seluruh alat dan 
layangan beserta kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya sesuai 
dengan Pasal 44 peraturan daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2019 
tentang ketertiban umum. Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor hukum 
sudah efektif. 
2. Faktor Penegak Hukum 
 Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai bagian dari perangkat 
daerah dalam penegakan peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketentraman masyarakat, maka dalam menjalankan 
kewenangannya setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi 
syarat dapat ditetapkan sebagai penyidik pegawai negeri sipil serta dapat 
langsung mengadakan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah 
dan atau Peraturan Kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, 
aparatur, atau badan hukum. Ruang lingkup dari faktor pendukung adalah 
misalnya sumber daya manusia yang menunjang. Berikut ini pegawai 
SATPONTI menurut tingkat pendidikannya :  
Tabel 3.1 
Komposisi Pegawai SATPONTI 
 Menurut Tingkat Pendidikan 
 
Perangk 
Sumber: Data sekunder, tidak diolah, 2020 
No Pendidikan  Jumlah (orang) 
1 S2 8 orang 
2 S1 25 orang 
3 D3 50 orang  
4 D2 8 orang 
5 D1 4 orang 
6 SMA 17 orang 
7 SMP 0 orang 
8 SD 0 orang 
Total 112 orang 
 
 Dari tabel, dapat dilihat bahwa jumlah kualifikasi pendidikan pegawai 
SATPONTI dengan total sebanyak 112 (seratus dua belas) pegawai dan yang 
paling banyak adalah lulusan Diploma 3 (D3) sebanyak 50 (lima puluh) orang. 
Kemudian lulusan Sastra 1 (S1) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dan Sastra 
2 (S2) sebanyak 8 (delapan) orang. Diikuti lulusan Diploma 1 (D1) sebanyak 4 
(empat) orang dan Diploma 2 (D2) sebanyak 8 (delapan) orang. Yang terakhir 
lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 17 (tujuh belas) orang. 
Sehingga, diharapkan kualitas sumber daya manusia dari SATPONTI dalam 
menjalankan tugasnya yaitu, meliputi menegakkan Peraturan Daerah dan 
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta 
menyelenggarakan perlindungan masyarakat berjalan dengan baik sesuai 
dengan tugas dan fungsinya.79 
 Daerah yang memiliki kewenangan dalam menegakkan sanksi 
administrasi kepada orang yang melanggar Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 
Pontianak Nomor 11 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi 
Pamong Praja khususnya daerah Kota Pontianak. Hal tersebut sesuai dengan 
pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 
tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang menjelaskan tentang tugas dari 
Satuan Polisi Pamong Praja.  
 Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat SATPONTI, 
khususnya seksi penyelidikan dan penyidikan Salah satu tugasnya adalah 
melaksanakan penegakan produk hukum daerah. Sanksi yang diberikan oleh 
SATPONTI yaitu adalah berupa sanksi denda Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu 
Rupiah) dan Sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu 
kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya, dan teguran lisan. Hal 
tersebut dilakukan karena pelanggar setelah sering bermain layang-layang 
dengan menggunakan tali kawat, bahan metal, logam, dan sejenisnya di 
wilayah ramai penduduk dan tanpa izin walikota yang akan dapat 
membahayakan masyarakat. Walaupun telah ada pelanggar yang dikenakan 
sanksi, namun pihak SATPONTI ketika melakukan patroli rutin masih banyak 
menemukan orang yang bermain layang-layang di wilayah ramai penduduk. 
Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama bapak Heri Suwito, S.H., 
                                                          
79 Data primer hasil wawancara dengan Heri Suwito, SH., MH. Selaku Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan 
satuan polisi pamong praja kota Pontianak, tanggal 11 November 2020. 
M.H. Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan dari SATPONTI, menjelaskan 
bahwa dalam saat melakukan patroli rutin lebih banyak menemukan anak-anak 
hingga tindakkan yang diambil oleh pihak berwenang yaitu SATPONTI hanya 
memberi teguran lisan kepada anak-anak yang bermain layang-layang. Hal ini 
menunjukkan belum adanya efek jera bagi pelaku pelanggaran, sehingga 
perbuatan bermain layang-layang masih tetap dilakukan oleh pelanggar. Untuk 
itu ketegasan oleh pihak penegak hukum dalam penegakan sanksi administrasi 
dan sanksi denda dari perda tersebut sangat diperlukan. faktor penegak hukum 
dari penegakan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Ketertiban Umum masih menemui kendala. Hal tersebut 
disebabkan tindakkan yang diambil oleh pihak berwenang yaitu SATPONTI 
tidak tegas dalam melakukan razia. Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor 
penegak hukum belum efektif.80 
 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penegak hukum dari 
penegakkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum masih menemui kendala. Hal tersebut disebabkan 
tindakkan yang diambil oleh pihak berwenang yaitu SATPONTI tidak tegas saat 
melakukan razia kepada pelanggar yang masih bermain layang-layang. 
Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor penegak hukum belum efektif. 
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung  
 Dalam menjalankan penegakan hukum, SATPONTI memerlukan faktor 
pendukung agar mencapai keberhasilan hukum. Ruang lingkup dari faktor 
pendukung tersebut adalah sarana dan fasilitas pendukung, misalnya sumber 
aset yang menunjang.  
 Dalam penegakan hukum dibutuhkan peralatan dan perlengkapan yang 
menunjang. Berikut ini daftar peralatan dan perlengkapan SATPONTI : 
Tabel 3.2 





1 Bangunan  
                                                          
80 Data primer hasil wawancara dengan Heri Suwito, SH., MH. Selaku Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan 
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2 - 2 
Total  6 - 6 
2 Kendaraan 
 Truk  1  1 
 Pick up 2  2 
 Sepeda motor 15 2 13 
Total  18 2 16 
Total keseluruhan  24 2 22 
Sumber: Data sekunder, diolah, 2020  
 
 Dari total keseluruhan aset yang dimiliki oleh SATPONTI sebanyak 24 
(dua puluh empat), sebesar 18 (delapan belas) aset masih dalam kondisi yang 
baik, sedangkan sisanya yaitu 2 (dua) aset dalam kondisi yang sudah rusak. 
Dari jumlah Tabel 2.2 diatas dapat diketahui bahwa aset dengan kondisi yang 
baik masih dalam jumlah yang banyak) dari kondisi yang sudah rusak. Dari 
persentase tersebut dapat diketahui bahwa aset yang dimiliki dengan kondisi 
yang baik masih dalam jumlah yang banyak, sehingga dengan didukung oleh 
aset yang dimiliki dalam kondisi yang baik diharapkan pihak SATPONTI dapat 
menjalankan tugasnya dengan lancar. 
 Selanjutnya, saat ini terdapat 2 (dua) sarana untuk melaporkan jika 
terjadinya kasus, sarana yang pertama yaitu dengan cara langsung datang ke 
kantor SATPONTI yang berada di jalan Zaainudin Kota Pontianak, Kalimantan 
Barat dan untuk sarana yang kedua beliau menyampaikan bahwa pelapor bisa 
melaporkan seluruh pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban umum di 
kota Pontianak melalui email. Email dapat diakses melalui website SATPONTI 
yaitu satpolpp.pontianakkota.go.id. 
 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor sarana dan prasarana yang 
meliputi sumber aset beserta dari penegakan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 
Pontianak Nomor 11 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum belum memenuhi 
dan mendukung dan belum terpenuhinya faktor sarana untuk pelaporan kasus 
pelanggaran Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum yang kurang informatif khususnya di sarana 
pelaporan dari SATPONTI. Kurang update informasi/data yang dapat diakses 
masyarakat melalui website SATPONTI. Dari website ini tidak ada tulisan atau 
petunjuk yang jelas bagi orang yang membuka website untuk melakukan 
pelaporan masalah ketertiban umum, melainkan hanya email, sejarah, visi dan 
misi dan informasi berita tentang SATPONTI, sulit untuk di mengerti oleh 
masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor sarana belum efektif. 
4. Faktor Masyarakat 
 Dalam masyarakat yang teratur, manusia/anggota masyarakat itu harus 
memperhatikan kaidah-kaidah, norma-norma ataupun peraturan-peraturan 
hidup tertentu yang ada dan hidup dalam masyarakat di mana ia hidup. 
 Sebelum dilaksanakan penegakan hukum perlu disosialisasikan terlebih 
dahulu dalam hal ini terkait Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yang berbunyi, “Pasal 19 ayat (1) itu 
setiap orang atau badan dilarang membuat, membawa, menyimpan, menjual 
layangan dan peralatan permainan layangan dan atau kau bermain layangan 
di wilayah Kota Pontianak kecuali untuk kegiatan festival atau budaya. Pasal 19 
ayat 2 permainan layangan untuk kegiatan festival atau budaya yang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota dan dilarang 
menggunakan tali kawat, bahan metal, logam, dan sejenisnya”. Yang memiliki 
kewenangan untuk memberikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat adalah 
pihak SATPONTI. 
 Pihak SATPONTI telah melakukan sosialisasi melalui kelurahan-
kelurahan, sehingga diharapkan kelurahan memberikan sosialisasi juga kepada 
masyarakat supaya mengetahui peraturan tersebut dan mematuhinya. Namun 
pada kenyataannya, pihak kelurahan tidak memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat, sehingga sosialisasi hanya berhenti pada kelurahan-kelurahan 
saja. Oleh karena itu tidak banyak masyarakat yang mengetahui adanya 
larangan bermain layang-layang menggunakan tali kawat, bahan metal, logam 
dan sejenisnya pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Berikut ini tabel masyarakat yang 
mengetahui ada tidaknya peraturan tersebut: 
Tabel 3.3 
Mengetahui tidaknya masyarakat terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 







1 Pontianak barat 15 orang 4 orang 11 orang 
2 Pontianak timur 15 orang  7 orang 8 orang 
3 Pontianak 
selatan 
15 orang  6 orang 9 orang 
4 Pontianak 
tenggara 
15 orang  5 orang 10 orang 
5 Pontianak utara 15 orang  3 orang 12 orang 
6 Pontianak kota  15 orang 6 orang 9 orang 
Total  90 orang  31 orang 59 orang  
Sumber: Data primer, diolah, 2020 
 
 Pada tabel diatas, total responden yang mengetahui ada tidaknya 
peraturan mengenai larangan bermain layang-layang sebanyak 90 (sembilan 
puluh) orang responden, yang terbagi dari 6 (enam) kecamatan yaitu Pontianak 
Barat, Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Tenggara, Pontianak 
Timur, dan Pontianak Kota, dan setiap kecamatannya peneliti mewawancarai 
15 (lima belas) orang responden. Hasil yang telah peneliti dapatkan adalah, 
sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang responden mengetahui adanya peraturan 
yang melarang bermain layang-layang. Sisanya sebanyak 59 (lima puluh 
sembilan) orang responden tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang 
bermain layang-layang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi pertama 
kali yang dilakukan SATPONTI tidak berhasil, sehingga masyarakat tidak 
mengetahui adanya peraturan tersebut oleh karena itu, masih banyak orang 
yang bermain layang-layang. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat 
terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum yang masih tinggi. 
 Di sisi lain dengan perkembangan teknologi yang cukup maju, diharapkan 
masyarakat dapat lebih aktif untuk mencari informasi atau peraturan 
perundang-undangan yang sedang berlaku saat ini. Pemerintah Kota Pontianak 
dalam hal ini juga telah memberikan akses untuk mengunduh Peraturan Daerah 
maupun Peraturan Kepala Daerah yang sedang berlaku di website 
https://jdih.pontianakkota.go.id/, sehingga masyarakat dapat mengetahui 
peraturan-peraturan yang berlaku dan dapat mengetahui serta 
melaksanakannya. 
 Jadi,  dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor masyarakat dari penegakan 
Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Ketertiban Umum belum mendukung. Hal tersebut dikarenakan masih banyak 
masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan larangan bermain 
layang-layang, sehingga masih banyak juga orang yang bermain layang-layang 
di Kota Pontianak yang dapat membahayakan masyarakat Kota Pontianak. 
Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor masyarakat belum efektif. 
5. Faktor Budaya 
 Pada kehidupan bermasyarakat berlaku nilai-nilai yang dapat dijadikan 
panutan mengenai apa yang dianggap baik ataupun buruk. Dalam hal ini 
berbicara dengan norma, yaitu Peraturan hidup bersumber dari nilai-nilai yang 
dapat dijadikan pedoman kehidupan sehingga dapat mempengaruhi tingkah 
laku manusia di dalam masyarakat itu sendiri. Agar peraturan yang melarang 
bermain layang-layang dapat dilaksanakan, seharusnya masyarakat Tidak 
melanggar norma hukum yang mengatur larangan bermain layang-layang pada 
Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Ketertiban Umum, jika ada  yang melanggar dapat dikenakan sanksi denda 
sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sanksi administrasi berupa 
penahanan untuk sementara waktu kartu tanda penduduk dan kartu identitas 
lainnya sesuai dengan pasal yang telah di ditetapkan yaitu pada pasal 44 ayat 
(1) 1huruf s Peraturan Daerah Kota Pontianak.  
 Pada kenyataannya, Masih banyak warga yang mengabaikan 
keselamatan warga lainnya akibat terjerat tali layangan yang menggunakan 
gelasan. Permainan layang-layang memang telah menjadi salah satu hobi bagi 
masyarakat kota Pontianak dan sulit sekali untuk di hilangkan. Akan tetapi, ada 
banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat bermain layang-layang yang 
tidak dalam kehati-hatian sehingga dapat menimbulkan kerugian. Maka dari itu 
dalam penelitian ini budaya masyarakat dalam mematuhi hukum yang berlaku 
masih sangat rendah. 
 Jadi, di dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kebudayaan belum 
mendukung. Hal tersebut dikarenakan perilaku bermain layang-layang sudah 
menjadi hobi atau kebiasaan di masyarakat kota Pontianak. Apabila norma 
hukum dilakukan, maka Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dapat dipatuhi dan dijalankan oleh 
masyarakat. Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor budaya belum efektif. 
 Secara keseluruhan setelah dilakukan analisis dari faktor hukum, faktor 
penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan 
faktor kebudayaan terhadap Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 
11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dapat dikatakan tidak efektif. Hal 
tersebut dikarenakan dari 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan 
hukum 1 (satu) faktor telah mendukung, yaitu faktor hukum. Kemudian 4 
(empat) faktor sisanya belum mendukung, yaitu faktor penegak hukumnya, 
faktor masyarakat, faktor sarana dan fasilitas pendukung, dan faktor 
kebudayaan. 
D. Faktor Penghambat dan Solusi Yang Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kota Pontianak Sebagai Penegak Dalam Efektivitas Pasal 19 Peraturan 
Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum Terhadap 
Larangan Bermain Layanag-Layang Di Kota Pontianak 
 Dalam penegakan hukum SATPONTI sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 
penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa 
situasi dan kondisi masyarakat setempat. 
 Dalam praktik penegakan hukum, pihak SATPONTI menghadapi berbagai 
kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal dan kemudian kendala ini tidak 
memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka pelanggaran 
terhadap larangan bermain layang-layang. Berikut faktor penghambat dan solusi 
berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Heri Suwito, 
S.H., M.H. Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Dari SATPONTI : 
a. Faktor Penghambat  
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Bapak Heri 
Suwito, S.H., M.H. Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan Dari SATPONTI faktor 
yang menjadi penghambat internal ialah dalam pemberian hukuman yang tidak 
memberi efek jera kepada warga yang melakukan pelanggaran Peraturan daerah pasal 
19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum terhadap 
larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak dalam hal ini adalah warga yang 
membuat, membawa, bermain, menjual, menyimpan layang-layang yang menjadi 
faktor yang berpengaruh dalam penegakan Peraturan daerah, hal ini dikarenakan 
belum bisa membuat pelanggar jera atas apa yang telah diperbuat. Dalam pemberian 
hukuman pelanggar hanya diberikan denda dan menyita barang bukti berupa layang-
layang, tali kawat, bahan metal, dan logam. Hal tersebut tidak memberi efek jera 
kepada pelanggar karena jika hanya memberi denda dan penyitaan pelanggar dapat 
dengan mudah untuk membuat dan membeli kembali layang-layang, tali kawat, bahan 
metal dan kembali menjual layang-layang, tali kawat, dan bahan metal yang 
sebelumnya telah disita atau dirazia.81 
 Selanjutnya, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SATPONTI dalam 
penegakan peraturan daerah khususnya sarana yang dapat dikategorikan belum 
memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini bisa terlihat dari 
kurang informatif khususnya di sarana pelaporan dari SATPONTI, kurang update 
informasi/data yang dapat diakses masyarakat melalui website SATPONTI.  
 Dan ada pula kendala yang bersifat eksternal yaitu masih ada masyarakat Kota 
Pontianak yang belum mengetahui adanya Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang ketertiban umum mengenai larangan bermain layang-layang di 
Kota Pontianak dan kurangnya dukungan oleh masyarakat sekitar dalam pencegahan 
pelanggaran bermain layang-layang yang merupakan hak dan tanggung jawab 
masyarakat untuk ikut mewujudkan ketertiban umum. Wujud peran serta masyarakat 
tersebut dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang 
terdekat dengan tempat kejadian. Warga setempat hanya diam tanpa ada tindakan 
yang membantu mempermudah SATPONTI dalam pelanggar yang masih bermain 
layang-layang karena kebanyakan dari pelanggar adalah penduduk sekitaran daerah 
itu sendiri. Dengan minimnya rasa kesadaran dari pelanggar tidak jarang dari sekian 
banyak pelanggar yang terjaring razia, beberapa bulan atau tahun berikutnya kembali 
terjaring razia dan diamankan oleh SATPONTI. Bukannya jera, bahkan mereka lebih 
menjadi hati – hati agar tidak terjaring razia kembali.  
                                                          
81 Data primer hasil wawancara dengan Heri Suwito, SH., MH. Selaku Kepala seksi penyelidikan dan penyidikan 
satuan polisi pamong praja kota Pontianak, tanggal 11 November 2020. 
 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penghambat dari penegakkan Pasal 
19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum 
yang bersifat internal yaitu pemberian hukuman yang tidak memberi efek jera kepada 
warga yang melakukan pelanggaran dan faktor sarana yang dimiliki oleh SATPONTI 
dalam penegakan peraturan daerah yang dapat dikategorikan belum memadai, ada 
pula yang bersifat eksternal yaitu masih ada masyarakat Kota Pontianak yang belum 
mengetahui adanya Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak dan kurangnya dukungan oleh 
masyarakat sekitar dalam pencegahan pelanggaran bermain layang-layang. 
b. Solusi 
Dari penjelasan di atas, solusi yang diberikan oleh Bapak Heri Suwito, S.H., 
M.H. bahwa SATPONTI tidak dapat membuat jera para pelanggar jika hanya memberi 
hukuman berupa denda dan menyita barang bukti dan juga di dalam proses alur 
penyitaan dan diharapkan pemerintah Kota Pontianak untuk memberatkan sanksi 
hukuman yang membuat pelanggar menjadi jera atas kesalahan yang mereka lakukan 
agar SATPONTI dapat melaksanakan penegakan Peraturan daerah dengan baik. 
Solusi yang Bapak Heri Suwito, S.H., M.H. Sampaikan dalam wawancara 
bersama peneliti adalah melakukan razia rutin yang harus dilaksanakan dan 
membentuk polisi masyarakat melalui setiap kelurahan dalam konteks yang lebih 
sederhana yaitu menegakkan peraturan daerah agar masyarakat lebih mengetahui 
tentang adanya larangan bermain layang-layang di Kota pontianak. 
Solusi yang Bapak Heri Suwito, S.H., M.H. Sampaikan dalam wawancara 
bersama peneliti adalah memperluas media sosialisasi kepada masyarakat contohnya 
melalui media sosial dan media penyampaian lainnya akan pentingnya menaati hukum 
termasuk  peraturan daerah dan apabila masyarakat sadar dan taat akan norma 
hukum, maka Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Ketertiban Umum dapat dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat. 
 Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa solusi yang diberikan oleh Bapak Heri 
Suwito, S.H., M.H. bahwa SATPONTI dari penegakkan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 
Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum yaitu diharapkan 
pemerintah Kota Pontianak untuk memberatkan sanksi hukuman yang membuat 
pelanggar menjadi jera, melakukan razia rutin yang harus dilaksanakan dan 
membentuk polisi masyarakat melalui setiap kelurahan, dan memperluas sosialisasi 




























A. Kesimpulan  
1.  Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan secara faktor hukum ini sudаh 
terpenuhi di dаlаm Pаsаl 19 Perаturаn Dаerаh Kota Pontianak Nomor 11 Tаhun 
2019 Tentаng keteriban umum terhadap larangan bermain layang-layang di Kota 
Pontianak kаrenа ketigа fungsi hukum yaitu fungsi keаdilаn, Fungsi kepаstiаn, dan 
Fungsi kemаnfааtаn sudаh terdаpаt di dаlаm pаsаl tersebut. 
 Kemudian faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor 
masyarakat, dan faktor budaya pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum masih menemui kendala. 
Sehingga, dapat dikatakan dari segi faktor penegak hukum, faktor sarana dan 
prasarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya belum efektif.  
2.  Faktor yang menjadi penghambat dari SATPONTI yaitu bersifat internal dan 
eksternal, yang bersifat internal ialah dari faktor hukum yang belum memberi efek 
jera kepada pelanggar dan faktor sarana dan prasarana yang dimiliki oleh 
SATPONTI dalam penegakan peraturan daerah yang dapat dikategorikan belum 
terlalu memadai. 
 Dan yang bersifat eksternal yaitu faktor masyarakat dan budaya, masih ada 
masyarakat Kota Pontianak yang belum mengetahui adanya Peraturan Daerah 
Kota Pontianak tentang larangan bermain layang-layang dan kurangnya dukungan 
oleh masyarakat sekitar dalam pencegahan pelanggaran bermain layang-layang. 
 Solusi yang diberikan yaitu pihak berwenang Kota Pontianak untuk 
memperberat hukuman yang membuat pelanggar menjadi jera. Solusi yang 
sampaikan adalah untuk melakukan razia rutin yang harus dilaksanakan dan 
membentuk polisi masyarakat melalui setiap kelurahan. Kemudian solusinya 
adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya menaati 
hukum termasuk peraturan daerah. 
B. Saran  
 Supaya larangan bermain layang-layang pada Pasal 19 Peraturan Daerah Kota 
Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dapat efektif, penulis 
memberikan beberapa saran, yaitu: 
1.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak mempertegas peraturan pelaksanaan 
khususnya dalam sanksi administrasi kepada orang yang melanggar larangan 
bermain layang-layang agar adanya rasa jera. 
2.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak melalui SATPONTI melakukan 
sosialisasi secara langsung kepada masyarakat bahwa terdapat peraturan yang 
melarang bermain layang-layang beserta sanksi yang dapat dikenakan kepada 
orang yang melanggarnya. 
3.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak menambah jumlah kendaraan 
SATPONTI sesuai kebutuhan yang diperlukan supaya maksimal dalam 
menjalankan tugas. 
4.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak membuat sarana pelaporan yang jelas 
dan mudah diakses agar masyarakat dapat dengan mudah melakukan pelaporan 
jika ada terjadinya pelanggar yang bermain layang-layang. 
5.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak membuat iklan atau banner tentang 
larangan bermain layang-layang agar masyarakat dapat dengan mudah 
menerima dan mengetahui adanya peraturan daerah yang melarang untuk 
bermain layang-layang. 
6.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak melakukan sosialisasi secara langsung 
kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak 
bermain layang-layang sesuai dengan peraturan daerah pasal 19 peraturan 
daerah nomor 11 tahun 2019 Kota Pontianak yang sudah diatur karena akan 
mengganggu kenyamanan dan ketentraman orang lain. 
7.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak dapat melakukan sosialisasi melalui 
media sosial seperti instagram, twitter, facebook, dan sebagainya kepada 
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak bermain 
layang-layang sesuai dengan peraturan daerah pasal 19 peraturan daerah nomor 
11 tahun 2019 Kota Pontianak yang sudah diatur karena akan mengganggu 
kenyamanan dan ketentraman orang lain. 
8.  Seharusnya pemerintah Kota Pontianak mengadakan festival bermain layang-
layang yang memenuhi syarat kemanan agar masyarakat Kota Pontianak tetap 
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